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Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi,

2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;

3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;

4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi;

5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan

6. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55/0/2022 tentang Peta Proses
Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan
hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.
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SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/0/2022
TENTANG

PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,

DAN TEKNOLOGI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

Mengingat

e

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, proses bisnis antar unit organisasi di
lingkungan Kementerian ditetapkan oleh Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI.

Menetapkan Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut
Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri atas:
peta proses;

a.
b. peta subproses;

0

peta relasi; dan

d. peta lintas fungsi.

: Peta proses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

huruf a memuat seluruh kegiatan yang ada di Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri atas:

a. Proses utama merupakan proses yang menciptakan
aliran nilai utama dan memenuhi Kkriteria sebagai
berikut:

1. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan
pengguna eksternal dan internal,

2. Dberpengaruh langsung terhadap keberhasilan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi dalam mencapai visi, misi, dan strategi
organisasi; dan

3. memberikan respon langsung terhadap permintaan

dan memenuhi kebutuhan pengguna.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

b. Proses pendukung merupakan proses untuk mengelola
operasional dari suatu sistem dan memastikan proses
utama berjalan dengan baik, serta memenuhi kriteria
sebagai berikut:

1. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
2. memberikan dukungan atas aktivitas pada proses
utama.

c. Proses sumber daya merupakan proses yang tidak
memiliki kaitan langsung dengan proses utama namun
menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan.
Proses sumber daya = memiliki kriteria  yang
memungkinkan aktivitas pada semua proses berjalan

dengan baik dan optimal.

: Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

huruf b merupakan penjabaran dari peta proses yang
menjelaskan proses-proses yang lebih spesifik sebagai bagian

dari proses besar yang tergambar dalam peta proses.

Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
huruf ¢ merupakan peta yang menggambarkan dan
menunjukan pihak yang terlibat dalam setiap proses yang

tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.

Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf d merupakan peta yang menggambarkan
rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan

dan membentuk suatu proses kerja.

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai pedoman penyusunan:

a. Peta Proses Bisnis setiap wunit organisasi Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya; dan

b. Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintah

(POS AP).

Peta Proses Bisnis unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya ditetapkan oleh pemimpin unit organisasi Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya.



KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018

tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

T,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
ementerian Pendidikan, Kebudayaan,




SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 55/0/2022

TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

P:12;SP: 51

PDK-01
Pengelolaan Kebijakan dan
Peraturan Perundang-
Undangan

PDK-02
Pengelolaan dan Pengembangan
Substansi Pendidikan, Pelestarian

Cagar Budaya, Pemajuan
Kebudayaan, dan Pengembangan
Bahasa

PDK-03
Pengelolaan Dukungan
Inklusifitas Penyelenggaraan
dan Peningkatan Prestasi
Pendidikan dan Kebudayaan

PDK-04
Pengelolaan Pendidik,
Tenaga Kependidikan,

Tenaga Kebudayaan, dan
Tenaga Kebahasaan

PDK-05
Pemberdayaan Lembaga
Pendidikan dan Kebudayaan

Proses Utama

Pengelolaan Data, Teknologi
Informasi, dan Media
Pendidikan dan Kebudayaan

PDK-06

PDK-07
Pengelolaan Pengembangan,
Promosi, dan Kerja Sama
Pendidikan dan Kebudayaan

PDK-08
Pengelolaan Layanan
kepada Pemangku
Kepentingan Pendidikan
dan Kebudayaan

Proses Pendukung

PDK-09

Pengelolaan Akuntabilitas
Program dan Anggaran

PDK-10
Pengelolaan SDM

PDK-11
Pengelolaan Kelembagaan,
Tata Laksana, dan
Pengawasan

Layanan Administrasi dan

PDK-12

Umum

Proses Sumber Daya



Owner
Typewritten text
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 55/O/2022
TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI


PETA RELASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

P:12;SP:51

PDK-01
Pengelolaan Kebijakan dan Peratu

ran Perundang-Undangan

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal >

Kependidikan

( Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga >

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

< Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi

( Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Badan Standar, Kurikulum, dan
Asesmen Pendidikan

( Unit Terkait Dalam Inspektorat Jenderal

N AN E

( Biro Hukum >
( Pusat Penelitian Kebijakan >

Pengelolaan dan Pengembangan Substansi Pendidikan, Pelestarian Cagar Budaya, Pemajuan Kebudayaan, dan

PDK-02

Pengembangan Bahasa

PDK-03
Pengelolaan Dukungan Inklusifitas Penyelenggaraan dan Peningkatan Prestasi
Pendidikan dan Kebudayaan

Pengelolaan Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kebudayaan, dan Tenaga Kebahasaaan

PDK-05

Pemberdayaan Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan

CJnit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenag

a
Kependidikan >

Dini,

(e

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Anak Us

ia

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Un

it Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

Riset, dan Teknologi

YYD

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

()

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan

dan Pembinaan Bahasa

&2/

N

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,

NN

Un

/9

it Terkait Dalam Badan Standar, Kurikulu
dan Asesmen Pendidikan

m

N

< Pusat Kurikulum dan Pembelajaran

Pusat Assesmen Pendidikan

Pusat Perbukuan

usat Standar dan Kebijakan Pendidika

C
C
G

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

)
)
)
)
)

Pusat Pengembangan dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra

< Pusat Penguatan Karakter

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga Pusat Prestasi Nasional
Kependidikan

) (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan>

(Pusat Standar dan Kebijakan PendidikarD

Q)

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

)

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

&2/

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

e

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal

Unit Terkait Dalam Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

NN/

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

Y YAYS
_/

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan >

[ Q)

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

)

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Voke@

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

YEYER

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan >

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

/)

YY)

Direktorat Pendidikan Profesi Guru,
Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan

Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Guru Pendidikan Dasar >

Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus

Direktorat Pembinaan Tenaga dan
Lembaga Kebudayaan

Direktorat Kepercayaan Terhadap TuharD

Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat

Q)

(Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal

Kependidikan

N2

Gnit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan
Pendidikan Menengah

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

AN

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

Unit Terkait Dalam Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

< Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

N\

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

N

C

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

N

Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Direktorat Sekolah Dasar >

Direktorat Sekolah Menengah Atas >

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Khusus

Direktorat Kelembagaan

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi
Vokasi

Direktorat Kursus dan Pelatihan

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan>

YR TAAYAYEYEaYS

Direktorat Pembinaan Tenaga dan
Lembaga Kebudayaan

Proses Utama

PDK-06

Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, dan Media Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal>

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan

YR
N

Unit Terkait Dalam Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

2
N

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

2/

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

(5

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Badan Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

NN

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

=YY
N

( Pusat Data dan Teknologi Informasi >

PDK-07
Pengelolaan Pengembangan, Promosi, dan Kerja Sama Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

NV

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan Dunia Usaha dan Dunia Industri

YD

Direktorat Pengembangan dan
Pemanfaatan Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

NN AN

Unit Terkait Dalam Badan Standar,

_ T Direktorat Perfilman, Musik, dan Media
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

YE-YRYER

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

)

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga

Kependidikan Biro Hukum

NN
TN
NI A A AN

=
N7

Unit Terkait Dalam Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

Pusat Penguatan dan
Pemberdayaan Bahasa

2
"/

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

YA

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra >

Unit Terkait Dalam Inspektorat Jenderal
Bahasa dan Sastra

AYE:
N
)

Pusat Pengembangan dan Pelindungan>

PDK-08

Pengelolaan Layanan kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal

Kependidikan

YR

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga

NELZANG

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

)

N

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

\2/

Riset, dan Teknologi

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

dan Pembinaan Bahasa

Y YAYEYE

Unit Terkait Dalam Badan Pengembang

an

NZANIZ N

Unit Terkait Dalam Inspektorat Jenderal

NI

Vokasi

Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Y YT

NN

Direktorat Perfilman, Musik, dan Media

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Sekolah Menengah Pertama

Direktorat Sekolah Menengah Atas

( Direktorat Sekolah Dasar

NN

@rektorat Pendidikan Kursus dan Pelatihan

Biro Hukum

irektorat Kelembagaan dan Sumber Daya
Pendidikan Tinggi Vokasi

( Sekretariat Lembaga Sensor Film
C

/AN

(Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

S\

Pusat Pengembangan dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra

éro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

NGV

NN AN

Proses Pendukung

PDK-09

Pengelolaan Akuntabilitas Program dan Anggaran

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal> (

Biro Perencanaan

Kependidikan

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

)
)

dan Pendidikan Menengah

Unit Terkait Dalam Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar

Sekretariat Lembaga Sensor Film

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Voka9

AR YERYSR

Inspektorat I, II, I, IV, Investigasi

)
)

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Ting
Riset, dan Teknologi

%

( Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan >

Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

CJnit Terkait Dalam Badan Badan Standar,>

dan Pembinaan Bahasa

Gnit Terkait Dalam Badan PengembangaD

(Unit Terkait Dalam Inspektorat Jenderal>

PDK-10
Pengelolaan SDM

PDK-11

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal

Pengelolaan Kelembagaan, Tata Laksana, dan Pengawasan

Biro Sumber Daya Manusia

YR

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan

NEZAN
YA

Biro Organisasi dan Tata Laksana

NN

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan

)

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan PegawaD

Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

N
o)

/)

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

2/

/9

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

Unit Terkait Dalam Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

NN

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

N

AYEYERYAR

Unit Terkait Dalam Inspektorat Jenderal

N

( Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan

Pendidikan Menengah

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

< Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

NI

Unit Terkait Dalam Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

N

<Unit Terkait Dalam Inspektorat Jenderal

N

<Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal> < Biro Organisasi dan Tata Laksana

Biro Perencanaan

)
)

usat Pendidikan dan Pelatihan PegawaD

Inspektorat I, II, 1l IV, Investigasi >

NCYANIPANG.Y
N N )

PDK-12
Layanan Administrasi dan Umum

Unit Terkait Dalam Sekretariat Jenderal

Jasa

(Biro Umum dan Pengadaan Barang dan>

=Y

Unit Terkait Dalam Ditjen Guru dan Tenaga
Kependidikan

NEZAN

(Biro Keuangan dan Barang Milik Negara>

)

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah

\_/

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Vokasi

2/

S

Unit Terkait Dalam Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi

Unit Terkait Dalam Ditjen Kebudayaan

N

Unit Terkait Dalam Inspektorat Jendera

Unit Terkait Dalam Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

YO YAY

Unit Terkait Dalam Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

NGZA NN

Proses Sumber Daya




Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-01

Pengelolaan Kebijakan dan
Peraturan Perundang-
Undangan

PDK-01.01 Penyusunan Rancangan PDK-01.01.CFM.01 Penyusunan Rancangan Undang - Undang
Undang - Undang
PDK-01.02 Penyusunan Rancangan PDK-01.02.CFM.01 Penyusunan Rancangan Peraturan
Peraturan  Pemerintah dan Pemerintah (Melalui Izin Prakarsa)
Peraturan/ Keputusan PDK-01.02.CFM.02 Penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden Presiden (Melalui Program Penyusunan)
PDK-01.02.CFM.03 Penyusunan Rancangan Keputusan
Presiden
PDK-01.03 Penyusunan Rancangan PDK-01.03.CFM.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
Peraturan/ (Diluar Program Penyusunan Permen)
Keputusan Menteri dan Pejabat
Pimpinan Tinggi PDK-01.03.CFM.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
(Melalui Program Penyusunan Permen)
PDK-01.03.CFM.03 Penyusunan Rancangan Keputusan
Menteri
PDK-01.04 Pengelolaan Kajian Kebijakan PDK-01.04.CFM.01 Pengelolaan Kajian Kebijakan Pendidikan

Pendidikan dan Kebudayaan

dan Kebudayaan




PDK-01.01 P n nPI?DI(r;Ogﬁozan Peraturan
Penyusunan Rancangan Undang - enyusunan rancang u
Pemerintah dan Peraturan / Keputusan
Undang .
Presiden
PDK-01.03 PDK-01.04
Penyusunan Rancangan Peraturan / Pengelolaan Kajian Kebijakan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan




PDK-01.01.CFM.01 Penyusunan Rancangan Undang - Undang

Persetujuan

DPRRI

i

Penetapan

Menyampaikan
> yamp

Tidak
Kepada DPR *

Persetujuan
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Tidak

Persetujuan <J

Mengusulkan
Kepada
Presiden

A

Disposisi Persetujuan Disposisi

A A

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

Ya

Tidak

Tidak

Mengoordinasi-
kan Perencanaan
Pembentukan P
RUU

Persiapan
Penyusunan
RUU

Mengoordinasi-
kan penyusunan
Naskah akademik
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Koordinasi
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SEKRETARIS

Paraf
Koordinasi

A
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> Pembentukan
RUU

BIRO
HUKUM
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Menyusun
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Undang-
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Menyampai-
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Naskah
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= o

Penetapan
Undang-
Undang

UNIT
UTAMA

Mengusulkan Pembentukan \\
Rancangan Undang-Undang J
=

SEKRETARIAT
UNIT UTAMA

Pembahasan

PAK

h 4

Penyusunan
Prolegnas

KEMENTERI
AN HUKUM
DAN HAM

Harmonisasi

Pengundangan




PDK-01.02 CFM.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (Melalui Izin Prakarsa)

PRESIDEN

Persetujuan

Persetujuan Ya=Pp Penetapan

Ya

Disposisi

A

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

Tidak

Persetujuan

Tidak

> Mengusulkan Kepada ¢ I

Presiden

A 4

SEKRETARIS
JENDERAL

Mengoordinasi-
kan Perencanaan
Pembentukan
RPP

Persetujuan

Tidak

BIRO
HUKUM

Tidak

Memyiapkan surat
Permohonan Izin
Prakarsa

A 4

Penyusunan Tim
PAK

UNIT
UTAMA

Pembahasan

Harmonisasi

Gulan Pembentukan Lemba%

KEMENTERIAN
HUKUM
DAN HAM

Pengundangan




PDK-01.02.CFM.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (Melalui Program Penyusunan)

PRESIDEN

Persetujuan

YaPp

Penetapan

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

Ya

Persetujuan

Tidak

Mengusulkan
Kepada
Presiden

SEKRETARIS
JENDERAL

Mengoordinasikan
Kepada Menteri

Tidak

]

Program Perencanaan |_

Penyusunan RPP

A

BIRO
HUKUM

Koordinasi Pembentuka
Rancangan Peraturan

\ Pemerintah

a\

/

UNIT
UTAMA

S

PAK

KEMENTERIAN
HUKUM
DAN HAM

Program Perencanaan
Penyusunan RPP

Pembahasan

Harmonisasi

Pengundangan




PDK-01.02.CFM.03 Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden

PRESIDEN

Persetujuan

Persetujuan

YaPpi

Penetapan

Disposisi

A

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI

:

Tidak

Persetujuan

Mengusulkan
Kepada
Presiden

Tidak

SEKRETARIS
JENDERAL

Mengoordinasi-
kan Perencanaan
Pembentukan
Rancangan
Keputusan Presiden

Persetujuan

Tidak

BIRO
HUKUM

Tidak

)

Memyiapkan surat
Permohonan Izin
Prakarsa

g

A 4

Penyusunan
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UNIT
UTAMA
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KEMENTERIAN
HUKUM
DAN HAM

Pembahasan

Harmonisasi

Pengundangan




PDK-01.03.CFM.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Diluar Program Penyusunan Permen )

PRESIDEN

Persetujuan

SEKRETARIS
KABINET

Menerima
Permohonan
Persetujuan

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET

DAN TEKNOLOGI

Kebijakan
Menteri

Persetujuan

A 4

Penetapan

SEKRETARIS

JENDERAL

Mengoordinasikan
Penyiapan
Penyusunan
Peraturan Menteri

BIRO
HUKUM

UNIT
UTAMA

Penyusunan
Materi
Muatan dan
Pokok-Pokok
Pikiran
Peraturan
Menteri

Pendokumentasian dan
Penyebarluasan Peraturan
Menteri

A

Pembahasan

Uji Publik

Harmonisasi

KEMENTERIAN
HUKUM

DAN HAM

A 4

Pengundangan




PDK-01.03.CFM.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Melalui Program Penyusunan Permen )

PRESIDEN

Persetujuan

SEKRETARIS
KABINET

Menerima
Permohonan
Persetujuan

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

Persetujuan

Persetujuan

v

Penetapan

SEKRETARIS
JENDERAL

-

Disposisi

BIRO
HUKUM

Kebijakan
Menteri

UNIT
UTAMA

Koordinasi
pengumpulan
bahan
penyusunan
Peraturan
Menteri

Penyusunan
Materi
Muatan dan
Pokok-Pokok
Pikiran
Peraturan
Menteri

Pendokumentasian dan
Penyebarluasan Peraturan

Menteri

A

Pembahasan

Uji Publik

Harmonisasi

KEMENTERIAN
HUKUM
DAN HAM

v

Pengundangan
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PDK-01.03.CFM.03 Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri
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PDK-01.04.CFM. 01 Pengelolaan Koordinasi Kajian Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

Penetapan

Disposisi

SEKRETARIS
JENDERAL

A

-

Penetapan

Ya P

Disposisi

Menyampaikan
Kepada Menteri

@——Tidak

v

Disposisi

BIRO
PERENCANAAN

Penyusunan Perencanaan
Kajian Kebijakan
Pendidikan dan

Kebudayaan

Tidak

BIRO
HUKUM

PDK-01.01.CFM.01

Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundangan

UNIT
UTAMA

BSKAP
Usulan Kajian Kebijakan

PUSAT STANDAR
DAN KEBIJAKAN
PENDIDIKAN

Penyusunan
Desain Kajian
Kebijakan

Pelaksanaan
Kajian
Kebijakan

Pembahasan
Kajian
Kebijakan

Penyempurnaan
Hasil Kajian
Kebijakan

Rekomendasi
Kebijakan

STAF AHLI /
STAF KHUSUS
MENTERI

PEMANGKU
KEPENTINGAN/
MASYARAKAT

Memberikan
Masukan
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Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-02

Pengelolaan dan
Pengembangan Substansi
Pendidikan, Pelestarian
Cagar Budaya, Pemajuan
Kebudayaan, dan
Pengembangan Bahasa

PDK-02.01 Pengelolaan dan PDK-02.01.CFM.01 Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum
Pengembangan Kurikulum Nasional Pendidikan
Nasional Pendidikan
PDK-02.02 Pengelolaan dan PDK-02.02.CFM.01 Pengelolaan dan Pengembangan Standar
Pengembangan Standar Pendidikan PAUD dan DASMEN (Vokasi
Penyelenggaraan Pendidikan SMK)
PDK-02.02.CFM.02 Pengelolaan dan Pengembangan Standar
Pendidikan Tinggi Akademik dan
Pendidikan Tinggi Vokasi
PDK-02.03 Penyelenggaraan Pendidikan PDK-02.03.CFM.01 Perencanaan Pengembangan Pendidikan
Tinggi Tinggi
PDK-02.03.CFM.02 Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
PDK-02.03. CFM. 03 Pembinaan dan koordinasi
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
PDK-02.04 Pengelolaan dan PDK-02.04. CFM. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Pengembangan Sistem Perbukuan Nasional (Buku Pendidikan)
Perbukuan Nasional PDK-02.04. CFM. 02 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Perbukuan Nasional (Buku Umum)
PDK-02.05 Pengelolaan Pemajuan PDK-02.05.CFM.01 Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan
Kebud d Pelestari
cbudayaan dan relestarian PDK-02.05.CFM.02 Pelestarian Cagar Budaya (Melalui
Cagar Budaya . . .
Registrasi Cagar Budaya  Peringkat
Nasional)
PDK-02.06 Pengembangan, Pembinaan, PDK-02.06.CFM.01 Pengembangan, Pembinaan dan
dan Pelindungan Bahasa, dan Pelindungan Bahasa
Sastra -
PDK-02.06.CFM.02 Pengembangan, Pembinaan dan
Pelindungan Sastra
PDK-02.07 Pengelolaan Penilaian PDK-02.07.CFM.01 Pengelolaan Penilaian (Asesmen) dan
(Asesmen) dan Evaluasi Evaluasi Pendidikan
Pendidikan
PDK-02.08 Penguatan Karakter Ekosistem PDK-02.08.CFM.01 Penguatan Karakter Ekosistem Pendidikan

Pendidikan dan Kebudayaan

dan Kebudayaan
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PDK-02.01 PDK-02.02 PDK-02.04
PDK-02.03
Pengelolaan dan Pengelolaan dan .- Pengelolaan dan
: Penyelenggaraan Pendidikan .
Pengembangan Kurikulum Pengembangan Standar Tinagi Pengembangan Sistem
Nasional Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 99 Perbukuan Nasional
PDK-02.05 PDK-02.06 PDK-02.07
. , . PDK-02.08
Pengelolaan, Pemajuan Pengembangan, Pembinaan, Pengelolaan Penilaian ,
. . , Penguatan Karakter Ekosistem
Kebudayaan dan Pelestarian dan Perlindungan Bahasa dan (Asesmen) dan Evaluasi -
L Pendidikan dan Kebudayaan
Cagar Budaya Sastra Pendidikan

-14-



PDK-02.01.CFM. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Kurikulum Nasional Pendidikan

Menerima
Laporan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Memberikan
Telaahan

A

STAF
AHLI

BIDANG
INOVASI

PDK-01.03
Penyusunan Rancangan
Peraturan/ Keputusan
Menteri dan Pejabat
Pimpinan Tinggi

Y

SEKRETARIAT
JENDERAL

DITJEN
GURU DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pelaksanaan
Kurikulum

gok
e™3a

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

Pengembangan
rencana
pelaksanaan Pengembangan
kurikulum rencana
pelaksanaan

kurikulum Menyusun

L 7 ¥ dan

menyampaikan
Laporan

PDK-02.02
Pengelolaan dan
Pengembangan

Standar Pendidikan

BADAN
STANDAR,
KURIKULUM,
DAN ASESMEN

PENDIDIKAN
(BSKAP)

Studi Penyusunan
Kelayakan konsep awal Validasi Evaluasi
dan perencanaan kurikulum Kurikulum
kebutuhan kurikulum

PUSAT
KURIKULUM DAN

PEMBELAJARAN
(PKP)

PEMANGKU

Dinas/ | KEPENTINGAN/
SATUAN
PENDIDIKAN

PT




PDK-02.02.CFM. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Standar Pendidikan PAUD dan DASMEN (Vokasi SMK)

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menerima
Laporan dan
memberi arahan

SEKRETARIAT
JENDERAL

PDK-01.03
Penyusunan
Rancangan Peraturan

Menyampaikan
Laporan

A

)

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

A 4

Finalisasi
draf SNP:

standar
kompetensi

lulusan;
Pengusulan
Penyusunan

Standar standar proses;

SNP
standar

standar isi;

DITJEN
PAUD
DASMEN

Penyusunan penilaian

drzg'\ﬂ;ls/al pendidikan;

standar tenaga

Penelaahan Uji Publik kependidikan;
draf awal
draf awal SNP SNP

DAN
ASESMEN

standar sarana
dan prasarana;

BADAN
STANDAR,
KURIKULUM,
PENDIDIKAN
(BSKAP)

standar
pengelolaan;

DAN

dan standar
pembiayaan.

PUSAT
STANDAR

N

KEBIJAKAN
PENDIDIKAN

Draf peraturan
penyelenggaraan
SNP

BADAN
AKREDITASI
NASIONAL

PDK-02.01
Pengelolaan dan
Pengembangan

Kurikulum Nasional
PDK-02.08
Pengelolaan Penilaian
dan Evaluasi

(Asesmen)

Pendidikan,

PDK-04
Pengelolaan Pendidik,
Tenaga Kependidikan,

Tenaga Kebudayaan
dan Tenaga

Kebahasaan

PDK-05
Pemberdayaan
Lembaga Pendidikan
dan Kebudayaan,
PDK-06
Pengelolaan Data, TI,
dan Media Pendidikan
dan Kebudayaan
PDK-09
Pengelolaan
Akuntabilitas Program
dan Anggaran,
PDK-11
Pengelolaan
Kelembagaan, Tata
Laksana dan
Pengawasan

Menyusun
Laporan

Akademisi/
Pakar
Pendidikan

K/L/Pemda/




PDK-02.02.CFM. 02 Pengelolaan dan Pengembangan Standar Pendidikan Tinggi Akademik dan Pendidikan Tinggi Vokasi

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN

TEKNOLOGI

Menerima
Laporan dan
memberi arahan

SEKRETARIAT
JENDERAL

PDK-01.03
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Menteri

Menyampaikan
Laporan

A

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI
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BADAN
STANDAR,
KURIKULUM,

DAN
ASESMEN

PENDIDIKAN

(BSKAP)

PUSAT
KURIKULUM

DAN
PEMBELAJARA

N (PKP)

Pengusulan
Penyusunan
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
(SNPT)

l

Penyusunan
draf awal
SNPT

K/L/BAN/

PEMDA/
AKADEMISI/

PAKAR
PENDIDIKAN

LEMBAGA
INDEPENDE
N

Memberi
usul, saran
dan
masukan

Penelaahan
draf awal SNPT

Uji Publik draf
awal SNPT

Finalisasi
draf SNPT:
Standar
Pendidikan
Nasional,
Standar
Penelitian,
Standar
Pengabdian
Kepada
Masyarakat

Penyiapan Draf
peraturan
penyelenggaraan
SNPT

PDK-04
Pengelolaan Pendidik,
Tenaga Kependidikan

dan Tenaga
Kebudayaan,

PDK-05
Pemberdayaan
Lembaga Pendidikan
dan Kebudayaan,

PDK-06
Pengelolaan Data, Tl,
dan Media Pendidikan
dan Kebudayaan

PDK-09
Pengelolaan
Akuntabilitas Program
dan Anggaran

PDK-11
Pengelolaan
Kelembagaan, Tata
Laksana dan
Pengawasan

Menyusun
Laporan




PDK-02.03.CFM. 01 Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi

SEKRETARIAT
JENDERAL

PDK. 01.02.
Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah
dan Peraturan/
Keputusan Presiden

Koordinasi Penyiapan
Bahan Kebijakan
Perencanaan
Pengembangan
Pendidikan Tinggi

DITIJEN
DIKTI RISTEK

DITIEN
PENDIDIKAN
VOKASI

BADAN
STANDAR,
KURIKULUM,

E}
Z2<
wwuv
=2
<x
25

a
o=

w

(-9

Menyusun Rencana
Jangka Panjang
(25 Tahun)
Pengembangan
Pendidikan Tinggi

Menyusun Rencana
Jangka Menengah
(5 Tahun)
Pengembangan
Pendidikan Tinggi

Menyusun Rencana
Tahunan
Pengembangan
Pendidikan Tinggi

PDK.01.03
Penyusunan Rancangan
Peraturan/
Keputusan Menteri

A 4

PDK.02.02.CFM 02
Standar Nasional
Pendidikan Tinggi

KEMENTERIAN LAIN/

LPNK YANG
MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN TINGGI

Melaksanakan
Pemenuhan
Standar
Sesuai

BADAN
PENYELENGGARA/

PERGURUAN
TINGGI

Dokumen




PDK-02.03.CFM. 02 Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

SEKRETARIAT
JENDERAL

Perumusan,
koordinasi,
dan
pelaksanaan

DITJEN
DIKTI
RISTEK

Kebijakan
Sistem
Penjaminan
Mutu Pendidikan
Tinggi

DITJEN
PENDIDIK
AN
VOKASI

LLDIKTI

=
'—
<
(=)
@
2
a

Penyediaan dan
Pengelolaan Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi

Pengawasan,
pengendalian
pemantauan, Evaluasi
dan pelaporan
Bidang
Sistem
Penjaminan
Mutu linternal

Menerima Laporan

Menyusun
Laporan

Menyusun dan
mengembangkan Standar
Nasional Pendidikan Tinggi

BADAN
STANDAR,
KURIKULUM,
DAN ASESMEN
PENDIDIKAN
(BSKAP)

BADAN
AKREDITASI
NASIONAL/LAM

L 2

Pengelolaan Sistem Pengendalian
Mutu Eksternal/Akrediasi Perguruan
Tinggi/Program Studi

Y

Pengelolaan Sistem Penjaminan
Mutu Internal

PERGURUAN
TINGGI




PDK-02.03.CFM. 03 Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Kebijakan Pembinaan Menerima
dan Koordinasi Penyelenggaraan Laporan dan
Pendidikan TInggi Rekomendasi

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

A 4

Menerima laporan
dan merumuskan
rekomendasi

Koordinsi
Kebijakan

SEKRETARIAT
JENDERAL

A

4
[T¥]
z5
=
g
o

Menyusun
Program

Kebijakan
Menteri

Evaluasi
Penerapan
Kebijakan

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

Pengembangan
Tridharma
Perguruan

Tinggi

Menyusun laporan

Melaksanakan Program
Kebijakan

Evaluasi
SPME/SPMI

PERGURUAN
TINGGI

BAN PT/LAM




PDK-02.04.CFM. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perbukuan Nasional (Buku Pendidikan)

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN
TEKNOLOGI

Menerima
laporan dan
memberi arahan

DITJEN
GTK

DITJEN
PAUD
DASMEN

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

DITJEN
DIKTI
RISTEK

KURIKULUM,
DAN ASESMEN

z3
=¥
gz
a g
(%]

PENDIDIKAN

(BSKAP)

PDK-02.01.CFM. 01
Pengelolaan dan
Pengembangan

Kurikulum Nasional

Pendidikan

PUSAT
PERBUKUAN

Penyiapan
Kebijakan
Teknis
Sistem
Perbukuan
(Standar,
kaidah, dan
kode etik
perbukuan
nasional)

Pendistribusian

Menyampaikan
laporan

Proses pemerolehan
Naskah Buku
(melalui penulisan,
enerjemahan,
penilaian, dan/atau hak
cipta)*

PDK.02.04.CFM.02
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Perbukuan Nasional
(Buku Umum)

Pembinaan

PEMERINTAH

DAERAH

PELAKU
PERBUKUAN

A 4

Proses Penerbitan Buku
(standar pengeditan,
pengilustrasian, dan

pendesainan)

Pencetakan

Pengembangan
Buku
Elektronik

SATUAN
PENDIDIKAN/
MASYARAKAT

]

Penyediaan
Buku
(penerbitan,
cetak
ulang, hibah,
impor)

4

A 4

Pendistribusian

v

Penggunaan
buku

KEJAKSAAN

RI

Pengawasan

Menyusun
laporan
pengawasan

A




PDK-02.04.CFM. 02 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perbukuan Nasional (Buku Umum)

Penyiapan Kebijakan
Teknis Sistem Perbukuan
(Standar, kaidah, dan kode etik
perbukuan nasional)

A

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menyampaikan
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

A

Penyiapan Kebijakan Penetapan buku
Teknis Sistem Perbukuan layak edar dan
(Standar, kaidah, dan kode etik memenuhi
perbukuan nasional) standar

Menyusun
Laporan
Pengawasan

PUSAT
PERBUKUAN

Pembinaan A

A 4

Proses
pemerolehan
Naskah Buku

(melalui
penulisan,
penerjemahan,
penilaian, dan
atau hak cipta)

DAERAH

PEMERINTAH

Penyediaan
Buku
(Penerbitan,
cetak ulang,
hibah, impor)

Penggunaan
buku

Pengawasan

MASYARAKAT

Pendistribusian

A 4 A 4 Y

Proses Penerbitan
Buku (standar Pengembangan
pengeditan, Pencetakan buku
pengilustrasian, dan elektronik
pendesainan)

PELAKU
PERBUKUAN

KEJAKSAAN
RI




PDK-02.05.CFM. 01 Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan

Penetapan

Strategi
Kebudayaan
A

PRESIDEN

v

Strategi
Rencana Induk
Pemajuan
Kebudayaan

RISET DAN
TEKNOLOGI

MENTERI

Sistem
Pendataan
Kebudayaan
Terpadu

PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

DITJEN
GTK

DITJEN
PAUD
DASMEN

z0
wa
=z
oy

KAN
VOKASI

DITJEN
DIKTI
RISTEK

Penyusunan
Strategi
Kebudayaan

A

DITJEN
KEBUDAYAAN

Penyusunan Pokok
Pikiran Kebudayaan
Daerah

PEMERINTAH
DAERAH

PEMANGKU
KEPENTINGAN

Inventarisasi
Objek
Pemajuan
Kebudayaan

Pengamanan
Objek
Pemajuan
Kebudayaan

Pemeliharaan
Objek Pemajuan
Kebudayaan

Penyelamatan
Objek Pemajuan
Kebudayaan

Publikasi
Objek
Pemajuan
Kebudayaan

Pengembangan
Objek Pemajuan
Kebudayaan

Pemanfaatan
Objek
Pemajuan
Kebudayaan

PDK-02.08.CFM. 01
Penguatan Karakter
Ekosistem Pendidikan
dan Kebudayaan




PDK-02.05. CFM. 02 Pelestarian Cagar Budaya (melalui Registrasi Cagar Budaya Peringkat Nasional)

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN

TEKNOLOGI

Menerima
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Menyampaikan
Laporan

A

PDK-01.03.CFM.03
Penyusunan
Rancangan Keputusan
Menteri

2
g
Z >
=<
[l )

=)
oa
w
[~

Pengusulan

rancangan

keputusan
menteri

A

A 4

Pencatatan
dalam Register
Nasional CB

Menyusun
Laporan

DIREKTORAT

PELINDUNGAN
KEBUDAYAAN

Pengkajian
oleh Tim Ahli
CBN

A

PEMERINTAH

DAERAH
(KAB/KOTA)

(K/L/
PEMANGKU
KEPENTINGAN)

Pengusulan
pemeringkatan
Cagar Budaya
(CB) Oleh
Pemerintah
Kab/Kota
dan
masyarakat

Pendaftaran CB
pada platform
Register
Nasional CB

Pengkajian
oleh
Tim Ahli
CB

Penetapan
Status CB
oleh Bupati/
Walikota

Pengusulan
CB peringkat
nasional




PDK-02.06.CFM. 01 Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa (PPPB)

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Rencana Induk

PPPB

A

Menerima
Laporan

A

SEKRETARIAT
JENDERAL

PDK-01.03
Penyusunan

Rancangan Peraturan

Menteri

A

DITJEN

PENDIDI
KAN
VOKASI

DITJEN
PAUD
DIKDASMEN

2
E¥
Eb
[a)

DITJEN
DIKTI
RISTEK

BADAN
PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN

BAHASA

Usulan
Penyusunan
Kebijakan
Teknis PPPB

Penyusunan
Kebijakan Teknis
PPPB

PEMERINTAH
DAERAH

K/L/
SATUAN
PENDIDIKAN/
MASYARAKAT

Pengembangan
Bahasa

Pembinaan
Bahasa

Pelindungan
Bahasa

Peningkatan
Fungsi Bahasa
Indonesia
Sebagai Bahasa
Internasional

Menyusun
Laporan

A

A 4

PDK.03. Pengelolaan Dukungan Inklusifitas
dan peningkatan Prestasi Pendidikan dan
Kebudayaan

PDK.04 Pengelolaan Pendidik, Tenaga
Kependidikan, Tenaga kebudayaan, dan
Tenaga Kebahasaan

PDK.05 Pemberdayaan Lembaga
Pendidikan dan Kebudayaan

PDK.06 Pengelolaan Data Tl, dan Media
Pendidikan dan Kebudayaan

PDK.07 Pengelolaan Pengembangan,
Promosi, dan Kerja sama Pendidikan dan
Kebudayaan

Menyusun
Laporan

A

Pemanfaatan




PDK-02.06.CFM. 02 Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Sastra (PPPS)

Rencana Induk Menerima
PPPS Laporan

RISET DAN
TEKNOLOGI

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

A A

PDK-01.03

Penyusunan Menyusun
Rancangan Peraturan Laporan

Menteri

A A

SEKRETARIS
JENDERAL

DITJEN
GTK

DITJEN
PAUD
DASMEN

Melakukan Peningkatan
fungsi Bahasa Indonesia
menjadi Bahasa

DITJEN
PENDIDI
KAN
VOKASI

DITJEN
DIKTI
RISTEK

PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN
BAHASA

Usulan
Penyusunan
Kebijakan
Teknis PPPS

Penyusunan
Kebijakan Teknis
PPPS

Melakukan
Pengembangan
sastra (Peran utama ada
pada BPPB, ditjen terkait
memberikan masukan
terhadap pengembangan
Sastra. Sedangkan Pemda
berperan memberi
dukungan berupa
penjabaran kebijakan
nasional ke kebijakan
daerah, penyiapan SDM
dan fasilitasi lainnya)

Melakukan Pembinaan
Sastra (Peran utama ada
pada BPPB, ditjen terkait

memberikan masukan

terhadap pembinaan
Sastra. Sedangkan

Pemerintah pusat dan

juga daerah memberi
akses untuk pembinaan

Bahasa Indonesia.
Pemda juga berperan
memberi dukungan
berupa penjabaran
kebijakan nasional ke

kebijakan daerah,
penyiapan SDM dan

fasilitasi lainnya.

Melakukan pelindungan
Sastra (Peran utama ada
pada BPPB, ditjen terkait
memberikan masukan
terhadap pelindungan
Sastra. Sedangkan Pemda
berperan memberi
dukungan berupa
penjabaran kebijakan
nasional ke kebijakan
daerah, penyiapan SDM
dam fasilitasi lainnya)

Internasional (terutama
dalam penerjemahan
karya sastra) (Peran
utama ada pada BPPB,
ditjen terkait memberikan
masukan terhadap
peningkatan fungsi
Bahasa Indonesia menjadi
Bahasa Internasional)

Menyusun
Laporan

A

DAERAH

PEMERINTAH

Pemanfaatan

SATUAN
PENDIDIKAN/
MASYARAKAT




PDK-02.07. CFM. 01. Pengelolaan Penilaian (Asesmen) dan Evaluasi Pendidikan

SEKRETARIAT
JENDERAL

PDK.O1.
Penyusunan Rancangan

Kebijakan dan Peraturan

Perundang-undangan

DITJEN
GURU DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

DITJEN
PAUD
DASMEN

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

Fasilitasi dan
Bimbingan Teknis
Penilaian
Pendidikan

BADAN
STANDAR,
KURIKULUM,

Penyiapan Kebijakan
Teknis

PENDIDIKAN

penyelenggaraan
penilaian

PUSAT

Evaluasi

Asesmen

Nasional
(AN)

A 4

Penyusunan instrumen
Asesmen Nasional (AN)

A 4

Pelaksanaan
Asesmen Nasional (AN))

Pengukuran instrumen
Asesmen Nasional
(AN)

PDK-02.01.CFM. 01
Pengelolaan dan
Pengembangan Kurikulum
Nasional Pendidikan

PUSAT
KURIKULUM DAN] ASESMEN

PEMDA/
SATUAN
PENDIDIKAN | PEMBELAJARAN | PENDIDIKAN | DAN ASESMEN

Y

Implementasi
Assesment Nasional




PDK-02.08.CFM. 01 Penguatan Karakter Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaporan PPK
kepada Presiden

MENTERI
KOORDINATOR
BIDANG
PMK

Meneruskan
Laporan

A

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN
TEKNOLOGI

PDK-01.03
Penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri

Menerima
Laporan

A

SEKRETARIAT
JENDERAL

PDK-02.01.CFM.01
Pengelolaan dan
Pengembangan Kurikulum
Nasional Pendidikan

DAN
ASESMEN
PENDIDIKAN

BADAN
STANDAR,
KURIKULUM,

Pemantauan dan

Penyiapan Kebijakan Evaluasi pelaksanaan Menyusun
Teknis Penguatan Karakter penguatan karakter Laporan
(PPK)

A

PUSAT
PENGUATAN
KARAKTER

DITJEN

PAUD
DASMEN

Pelaksanaan

Penguz'a\'jlaT ||<a'rakter: Koordinasi dan Fasilitasi
elaul Pelaksanaan Penguatan

Intrakurikuler/
kokurikuler/ Karakter (PPK)

Ekstrakurikuler, pembiasaan
budaya sekolah, kampanye
dan
pelibatan publik

DITJEN
KEBUDAYAAN

PEMERINTAH
DAERAH

PEMANGKU
KEPENTINGAN/
MASYARAKAT

K/L




Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-03

Pengelolaan Dukungan
Inklusifitas
Penyelenggaraan dan
Peningkatan Prestasi
Pendidikan dan
Kebudayaan

PDK-03.01 Pengelolaan Dukungan PDK-03.01.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Penerimaan Peserta
Penerimaan Peserta Didik Baru Didik Baru (Akses Pendidikan)
(Akses Pendidikan)
PDK-03.02 Pengelolaan Dukungan Satuan PDK-03.02.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Satuan Pendidikan
Pendidikan
PDK-03.03 Pengelolaan Dukungan Sarana PDK-03.03.CFM.01 Pengelolaan Dukungan Sarana Prasarana dan
Prasarana dan Pemanfaatan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan
Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan
Kebudayaan PDK-03.03. CFM. 02 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan
Pendidikan - PIP
PDK-03.03.CFM.03 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan
Pendidikan - KIP Kuliah
PDK-03.03. CFM. 04 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan
Pendidikan - BPI Puslapdik
PDK-03.03. CFM. 05 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan
Pendidikan - Dharmasiswa
PDK-03.03. CFM. 06 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan
Pendidikan - Tunjangan/Insentif Bagi Guru,
Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan
PDK-03.03. CFM. 07 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan
Pendidikan - Bantuan Biaya Pendidikan
Beasiswa Unggulan
PDK-03.03. CFM. 08 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan
Pendidikan - Bantuan Biaya Pendidikan
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk)
PDK-03.04 Pengelolaan Prestasi PDK-03.04.CFM.01 Pengelolaan Prestasi Pendidikan dan
Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan

-20-




PDK-03.01 PDK-03.02

Pengelolaan Dukungan Penerimaan Pengelolaan Dukungan Satuan
Peserta Didik Baru (Akses Pendidikan) Pendidikan
PDK-03.03 PDK-03.04
Pengelolaan Dukungan Sarana Pengelolaan Prestasi Pendidikan dan
Prasarana dan Pemanfaatan Anggaran Kebudayaan
Pendidikan dan Kebudayaan

-30-



PDK-03.01.CFM. 01 Pengelolaan Dukungan Penerimaan Peserta Didik Baru (Akses Pendidikan)

=23 3
E8g29
= .__l
Eoa<io
woguz
DX
sz
all F
o
I
-4
a
z PDK-01.03
£ Penyusunan Menerima Laporan
= Rancangan Peraturan
P Keputusan Menteri
w
-4
% A c
» ©
(%]
©
2
©
0o
c
Q e [}
3z Sosialisi peraturan o
P . c
Eg penerimaan peserta S
F didik baru s
8 ®
c
£
IS
Melakukan D
c
g pemantauar} dan 3
s evaluasi 3
5; Melakukan %
§§ pemantauan dan s
o .
<= evaluasi
2w
w o
[-%
£ A
]
@
rZ
<>
£e
E (-9
3
Eé v
o
§§E< Penyusunan Melaporkan
2
EE§'6 Peraturan Daerah Pelaksanl:;an PPDB
<>= -
203 terkait PPDB
g =
* A
~
= g T Proses Pelaksanaan Pendataan dan
§E§ Penerimaan Peserta P Pemutakhiran Data
Sz8 Didik Dapodik
[-%
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PDK-03.02.CFM. 01 Pengelolaan Dukungan Satuan Pendidikan

SEKRETARIAT JENDERAL

PDK-01.03
Penyusunan
Rancangan Peraturan/
Keputusan Menteri

PDK-01.03
Penyusunan
Rancangan Keputusan
Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya

DITJEN PAUD DASMEN

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

DITJEN
PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Melakukan
sosialisasi

RN

Verifikasi

~N

Pengawasan dan
pengendalian
(termasuk evaluasi)

Menerima
laporan

)

Pembinaan

N>

DINAS PENDIDIKAN

LEMBAGA / SATUAN

PENDIDIKAN

Mengusulkan
permohonan bantuan
dukungan
satuan pendidikan

Tidak

Tembusan
keputusan

Tembusan
Laporan

A

Menerima bantuan
dukungan satuan
pendidikan

—

Pemanfaatan
dukungan satuan
pendidikan

Menyusun
Laporan

-32-




PDK-03.03. CFM. 01 Pengelolaan Dukungan Sarana Prasarana dan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan

g PDK-01.03
3
T > Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri
2 dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
-]
2
3 PDK-09.01.CFM.02
2% Penyusunan Renstra
] Kemendikbudristekrogr
o am, dan Anggaran ;
&
A 4
2
=
4
22
55
g /\
Menyusun
program dan
kebijakan
- g = dukungan Melaksanakan
252 sarana Keputusan PDK-12.02.CFM.01
=00 R
a E > przs:grg:fa:an Menerima Verifikasi dan Pimrlji?::?'tinggi Pengelolaan Pengadaan ©
Berkas usulan alidasi Barang dan Jasa ES
Pendidikan dan usu vaiaast Madya & cZ
5 kebudayaan (APBN) ]
09 =
22
zbEx
g2
zh
&2
4
S
z s
E3 T
a2
2 Ya
- I
z_ Tembusan Laporan
EZE Menerima (Pengalihan aset
FE dari pusat ke
s £ 3 tembusan daerah)
o
g | A/ PDK-12.01.CFM.01 *
32 Mengusulkan Tidak Menerima dukungan P-en.elélaan'
S dukungan sarana ica sarana prasarana dan Pen adgaan Baran Menvusun Laporan
= g dan prasarana <J anggaran Pendidikan dan gdan Jasa J Y P
gz Pendidikan kebudayaan (DAK)
% o dan kebudayaan | A
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PDK-03.03. CFM. 02 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Pendidikan — Program Indonesia Pintar (PIP)

Menyediakan Data

PUSDATIN
KEMENSOS

DTKS

Menerima Laporan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menyampaikan
Laporan Kepada
Menteri

SEKRETARIS
JENDERAL

A

v

Melakukan
Pemadanan Data

Siswa dengan DTKS

PUSDATIN

. Penetapan
Melakukan analisis PenerimaMelaporkan

> Calon Penerima > Penetapan > Penerima PIP ke Pusdatin > Melakukan | Menyusun

Pemb;ayaan Penerima untuk diteruskan ke penyaluran Laporan
Pendidikan .
Pusdatin Kemensos

PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN

A
Melakukan supervisi

pemantauan dan J
Melakukan Verifikasi atas —p evaluasi terhadap
usulan dari satuan penyaluran dan
Pendidikan untuk
disampaikan ke Puslapdik

Mendistribusikan pencairan PIP

SK Penerima PIP
dan SK Penerima

PEMERINTAH
DAERAH

KIP

Mengusulkan calon
penerima PIP

SATUAN
PENDIDIKAN

Melakukan
> Pencairan

SISWA
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PDK-03.03. CFM. 03 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Pendidikan — Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah)

PUSDATIN
KEMENSOS

Menyediakan data
DTKS

A

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

Menerima Laporan

24

LLDIKTI

v

Melakukan Verifikasi atas Penetapan Calon
Penerima Bantuan KIP Kuliah dari PTS

PERGURUAN
TINGGI

PTN dan PTS Menetapkan Calon Penerima Bantuan KIP Kuliah

A

.>|

PTN dan PTS Melakukan Seleksi dan Velval Calon Penerima Bantuan KIP Kuliah

MAHASISWA

Melakukan Pencairan
Biaya Pengelolaan
(LLDIKTI)

Melakukan Pencairan
Biaya Pendidikan dan
Biaya Pengelolaan
(Perguruan Tinggi)

Melakukan Pencairan
Biaya Hidup
(Mahasiswa)

Melakukan Supervisi,
Pemantauan dan
Evaluasi terhadap

implementasi
program, penyaluran,
dan pencairan
Bantuan KIP Kuliah

é’&- Menyampaikan
EE Laporan kepada
[-4

Ei Menteri
wv

A
¥ Menyediakan Data
zG Mahasiswa di Pangkalan
g |°—_‘ Data Pendidikan Tinggi
E (PDDIKTI)
v A

z Melakukan

'a': Pemadanan Data

2 Siswa dengan DTKS

[-%

A
>

2
<z
Z3s Melakukan Verval status Menetapkan Melakukan Penvaluran
Eg a Mengusulkan calon Calon Penerima Bantuan KIP f=——————pp»| Penerima Bantuan KIP Bantuan KIP Kyuliah Menyusun
22 penerima PIP Kuliah pada PDDIKTI Kuliah Laporan
gk
o
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PDK-03.03. CFM. 04 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Pendidikan — Beasiswa Pendidikan Indonesia

LPDP - KEMENTERIAN
KEUANGAN

Verifikasi dan
vadidasi data
pembayaran

Melakukan
penyaluran

A

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

Menetapan target

sasaran dan anggaran

Menetapan target

sasaran dan anggaran

SEKRETARIS JENDERAL

Menyampaikan
Laporan Kepada
Menteri

A

Menyediakan data
Mahasiswa, Dosen PTA/
PTV,

Calon Dosen

'

DIREKTORAT
JENDERAL DIKTI
RISTEK

Menyediakan data Guru,
Siswa Berprestasi talenta/
akademik dan Pelaku Budaya

PUSDATIN

h 4 A 4

Menetapkan dan

> Mengumumkan Hasil
Seleksi BPI tahap | dan

Il kepada Pendaftar

Membuka Melakukan analisis
Pendaftaran BPI Pendaftar BPI

PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN

Menyampaikan
Usulan Pembayaran

Menyusun
Laporan

Melakukan
Pendaftaran BPI

PERGURUAN
TINGGI
/MAHASISWA

]

Menarik Dana
BPI
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PDK-03.03. CFM. 05 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Pendidikan — Bantuan Biaya Pendidikan Dharmasiswa

MENTERI PENDIDIKAN,
TEKNOLOGI

KEBUDAYAAN, RISET DAN

Menerima Laporan

A

-
<
o
Ll
[a] .
2 Menyampaikan
w Laporan Kepada
‘é’ Menteri
<
=
o A
~
L
wv
2
<
o
s
%)
I <
<=
2 o)
wi I
u Melakukan
(@] Seleksi/
x | Verifikasi Melakukan
«Q Calon Penerima Pemantauan
Beasiswa dan Evaluasi
Layanan
<Zt 2 Pembiayaan
z3Z% )
<< . Pendidikan
>> = Pendaftaran Calon Penerima P
=0 . enetapan Pengumuman Calon Melakuk M
S 3 Layanan Pembiayaan Penerima |—p| Penerima Beasiswa elakukan enyusun
2 Pendidikan . . penyaluran Laporan
5) E E Beasiswa Darmasiswa
Sa bt
o
h 4
<
=3
n?
b 2 Kofirmasi kehadiran Melakukan
g E Darmasiswa Pencairan
s<
(a]
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PDK-03.03. CFM. 06 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Pendidikan — Tunjangan/Insentif Bagi Guru, Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

Menerima Laporan

SEKRETARIS JENDERAL

Menyampaikan
Laporan Kepada
Menteri

7Y

PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

P Penerima

Melakukan Verifikasi
dan Validsi
Data Kinerja

DIREKTORAT
JENDERAL GTK

Layanan
Pembiayaan
Pendidikan

Melakukan
Analisa
Data Kinerja
Penerima
Layanan
Pembiayaan
Pendidikan

Penetapan SK Tunjangan
Profesi/ Khusus Guru
ASND & Guru nonASN

dan Penetapan SK
Insentif Guru NonASN

Melakukan
penyaluran
Tunjangan/ Insentif
Guru NonASN

Melakukan
penyaluran
Tunjangan/ Insentif
Guru NonASN

Melakukan
Pemantauan dan Evaluasi
Layanan Pembiayaan
Pendidikan Guru NonASN

Menyusun
Laporan Layanan

Pembiayaan
Pendidikan Guru NonASN

A

PUSDATIN

PDK-06.03.CFM. 01
Pengelolaan data
pendidikan dan
kebudayaan

A

DINAS PENDIDIKAN
PROV/KAB/KOTA

'

Melakukan Verifikasi
Data Kinerja Penerima
Layanan
Pembiayaan Pendidikan

v

Penyaluran Tunjangan
Profesi/ Khusus Guru
ASND melalui DAK non
fisik

Guru, Pendidik
Lainnya dan Tenaga
Kependidikan

Melakukan
penginputan

data pribadi

\ 4

Melakukan
Pencairan
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PDK-03.03. CFM. 07 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Pendidikan — Bantuan Biaya Pendidikan Beasiswa Unggulan

MENTERI PENDIDIKAN,
TEKNOLOGI

KEBUDAYAAN, RISET DAN

Menerima Laporan

A

SEKRETARIS JENDERAL

Menyampaikan
Laporan Kepada
Menteri

A

BIIRO KERJA SAMA DAN
HUMAS

P

PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN

Pendaftaran Calon Penerima
Layanan Pembiayaan
Pendidikan

Melakukan
Seleksi/
Verifikasi
Calon Penerima
Beasiswa

Penetapan
Penerima
Beasiswa

—

Pengumuman Calon

Penerima Beasiswa fm

Darmasiswa

Melakukan
penyaluran

Melakukan
Pemantauan
dan Evaluasi

Layanan

Pembiayaan

Pendidikan

Menyusun
Laporan

MAHASISWA
DARMASISWA

Kofirmasi kehadiran
Darmasiswa

A 4

Melakukan
Pencairan
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PDK-03.03.CFM.08 Pengelolaan Dukungan Pembiayaan Pendidikan — Bantuan Biaya Pendidikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

SEKRETARIS
JENDERAL

Menerima Laporan

Menyediakan Data

ZE Mahasiswa di Pangkalan Menyampaikan
‘é‘ & Data Pendidikan Tinggi Laporan kepada
a % (PDDIKTI) Menteri
A A
E Menyediakan Data
P Siswa Pendidikan
5 Menengah
4 ¥
EZZ Menerima usulan sesuai
< g g kriteria. kemudian Melakukan Verval status Menetapkan Melakukan Menvusun
5%2 menekoordinasikan dengan Calon Penerima Beasiswa 9 Penerima Beasiswa = Penyaluran L v
£S2 gPer Uruan Tines g ADik pada PDDIKTI ADik Beasiswa ADik aporan
é’g & g g8
A
r _ Melakukan Supervisi,
é E Pemantauan dan Evaluasi
3 ;E < > terhadap implementasi
E § < E program, penyaluran,
S g3° dan pencairan
g 8 Beasiswa ADik
5w Mengusulkan Calon
Penerima
Beasiswa Afirmasi \ 4 \ 4
z Pendidikan Tinggi
35 (ADik) Melakukan Seleksi dan Menetapkan Melakukan P .
=3 ®| Verval Calon Penerima Calon Penerima \elakukan Fencairan
gF Beasiswa ADik Beasiswa ADik Blaya Pendidikan dan
& Biaya Pengelolaan
(Perguruan Tinggi) f—
<
2 Melakukan Pencairan
ﬁ Biaya Hidup (Mahasiswa)
<
=
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PDK-03.04.CFM.01 Pengelolaan Prestasi Pendidikan dan Kebudayaan

Memberikan Memberikan Memberikan
Masukan Masukan Masukan

e e A

STAF AHLI
BIDANG
MANAJEMEN
TALENTA

DAPODIK (Data Pokok dan
data prestasi peserta didik)
(PDK 06.03.01)

PUSDATIN

¥ *v v \d

SIMT Pemetaan

. - . Ajang . Talent Pengembangan Pemantauan dan
Sistem Informasi Manajemen dan Asesmen —p K — - !
( Talenta) : > Talenta > Talenta urast Pool ™ Retensi Evaluasi

Penyiapan
Kebijakan Teknis

PUSAT
PRESTASI
NASIONAL

ry

DITJEN
PAUD DASMEN

Pembinaan
Talenta

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

DITJEN
PENDIDIKAN
DAN

TINGGI, RISET,

Pembinaan
|—,
g Talenta

DITJEN
KEBUDAYAAN

PEMERINTAH
DAERAH/
LLDIKTI

v

Identifikasi Talenta —

SATUAN
PENDIDIKAN /
LEMBAGA
KEBUDAYAAN

A 4

Ajang Pengembangan Aktualisasi
Talenta Ekosistem talenta Talenta

PEMANGKU
KEPENTINGAN
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Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-04

Pengelolaan Pendidik,
Tenaga Kependidikan,
Tenaga Kebudayaan, dan
Tenaga Kebahasaan

PDK-04.01 Pengelolaan  Kapasitas dan PDK-04.01.CFM.01 Pengelolaan Kapasitas dan Kompetensi
Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga
Pendidik, Tenaga Kebudayaan, dan Tenaga Kebahasaan
Kependidikan, Tenaga
Kebudayaan, dan  Tenaga
Kebahasaan

PDK-04.02 Pengelolaan Penempatan dan PDK-04.02.CFM.01 Pengelolaan Penempatan dan Redistribusi
Redistribusi  Pendidik  dan Guru dan Tenaga Kependidikan Tenaga
Tenaga Kependidikan, Tenaga Kebudayaan dan Tenaga Kebahasaan
Kebudayaan, dan Tenaga PDK-04.02.CFM. 02 Pengelolaan Penempatan dan Redistribusi
Kebahasaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tenaga

Kebudayaan dan Tenaga Kebahasaan
PDK-04.03 Pengelolaan Performa Pendidik, PDK-04.03.CFM.01 Pengelolaan Performa Pendidik, Tenaga

Tenaga Kependidikan, Tenaga
Kebudayaan, dan Tenaga
Kebahasaan

Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan dan
Tenaga Kebahasaan
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PDK-04.01 PDK-04.02

. , PDK-04.03
Pengelolaan Kapasitas dan Kompetensi Pengelolaan Penempatan dan Pengelolaan Performa Pendidik, Tenaga
Pendidik, Tenaga Kependidikan, Redistribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kebuday,aan dan
Tenaga Kebudayaan, dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kebudayaan, Ten,aga Kebahasaan ’
Kebahasaan dan Tenaga Kebahasaan
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PDK-04.01.CFM. 01 Pengelolaan Kapasitas dan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kebudayaan, dan Tenaga Kebahasaan

Z22z5
ES2s8
5555% Persetujuan
wosung
EEmmw
etk
Ya'
E PDK.06 Pengelolaan Data, Teknologi PDK.06 Pengelolaan Data, Teknologi
g Informasi, dan Media Pendidikan dan Informasi, dan Media Pendidikan dan
§ Kebudayaan Kebudayaan
Zx v
EG
[=)
=
a3
zh
= —
= Tidak @
>
232 Menetapkan T
552 "
528 Menetapkan peserta UJ'_ Menyusun Menyusun -
> esertapU'i kompetensi rencana rencana
z kpom etenjsi pendldlk,.t(.enaga pengembangan pengembangan
z5s endidiFL tenaga kependidikan kompetensi kompetensi
[ . qe . qs
52 pke end’idikang tenaga Pendidik, tenaga Pendidik, tenaga
x [ ptena . kebudayaan, kependidikan kependidikan
Fzz 2 kebudagaan Menetapk don tenaga tenaga tenaga
2
£258% yaan, enetapkan kebahasaan kebudayaan, dan kebudayaan, dan
EPE dan tenaga peserta Uji
3923 Tata Kelola TIK- kebahasaan K ) tenaga tenaga
EEE =k Data,Informasi, ompetenm kebahasaan kebahasaan
- dan Konten pendidik, tenaga
z=z = kependidikan
<
Z§§< tenaga
EEE: kebud
EERE ebudayaan,
i dan tenaga
23 kebahasaan

UPT DITJEN
GTK, UPT DITIEN PAUD

DASMEN,UPT BADAN
BAHASA, LLDIKTI, PTN

PEMERINTA
H DAERAH

LSP
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PDK-04.02.CFM. 01 Pengelolaan Penempatan dan Redistribusi Guru dan Tenaga Kependidikan

2
< Menetapkan kebutuhan -
Sa formasi pendidik dan Persetujuan —Pp Mere;lelwkN_askah
E tenaga kependidikan eleksi
e
z Ya \ 4
=k
wv 2 .
<9 Seleksi dan penetapan
=®n
E< kelulusan
22
<
a
. Tidak
_z=8
ES29 4
zog¥ Mengusulkan kebutuhan . —
E S« = formasi pendidik dan [ e— Disposisi
i § Z tenaga kependidikan
a
: )
|
2
E é Menyusun rekomendasi v
0y kebutuhan formasi pendidik
« Z dan tenaga kependidikan Disposisi
i -
(7]
A
Pengangkatan Guru Baru v
L
2 . . .
Menerima Tembusan Hasil Seleks
E i Menganalisis kebutuhan pendidik —) Menyusun Eahan d I ¢ ! kelul I !
B © dan tenaga kependidikan | Seleksi an penetapan kelulusan
x v
z I
3 Penataan Proses Penetapan NIP
Guru ———Pp»! Redristribusi
_ guru
4
C]
<
[=)
2
w
=
w
X
A 4

Memetakan kebutuhan
pendidik dan tenaga
kependidikan tingkat

kabupaten/kota

A

PEMERINTA
H DAERAH

Penempatan dan
Pengangkatan

Mengisi data pendidik dan tenaga
kependidikan melalui aplikasi
Dapodik

SATUAN
PENDIDIKAN

Menerima distribusi pendidik dan
tenaga kependidikan
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PDK-04.02.CFM.

02 Pengelolaan Penempatan dan Redistribusi Dosen dan Tenaga Kependidikan

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

Seleksi

2
< Menetapkan kebutuhan .
. M Naskah
s2 formasi dosen dan tenaga Persetujuan — ereview .as a
] . Seleksi
s kependidikan
e
2 A 4
u3
hZ )
<9 Seleksi dan penetapan
=0
Eg kelulusan
22
<
a
b
_z=8
z2
5229 v
zo<g Mengusulkan kebutuhan ) —
g€S<r formasi dosen dan  |e——————— Disposisi
& § g tenaga kependidikan
: )
|
v _ Menyusun rekomendasi L
5 g kebutuhan formasi dosen
E a dan tenaga kependidikan Disposisi
2
5
& -
a3 Menganalisis kebutuhan dosen
[~ -
S 2 dan tenaga kependidikan v
]
2 A
N Menyusun Bahan Menerima Hasil Seleksi dan

penetapan kelulusan

= Memetakan kebutuhan
= dosen dan tenaga Pi"empatsntdan
= kependidikan engangkatan
A
. Menerima distribusi
E Mengisi data dosen dan tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan melalui PD Dikti

kependidikan
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PDK-04.03.CFM. 01 Pengelolaan Performa Pendidik, Tenaga Kependidikan, Tenaga Kebudayaan, dan Tenaga Kebahasaan

2525
]
ESs39
Eo<, 0
Lofwz2
sSz2ug
wPe
L~

Menerima

Laporan

PDK-01.03 Penyusunan Rancangan

Pimpinan Tinggi

SEKRETARIS
JENDERAL

Peraturan/Keputusan Menteri dan Pejabat —|

Menyampaikan
Laporan

DITJEN
GTK

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

DITJIEN DIKTI
RISTEK

DITIEN
KEBUDAYAAN

BADAN
PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN

BAHASA

Kependidikan , Tenaga Kebudayaan, serta Tenaga Kebahasaan

PEMERINTAH DAERAH (DINAS YANG
MENGELOLA URUSAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN)/
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI/K/L Lainnya
Menyusun Pedoman, Instrumen, dan Indikator Performa Pendidik, serta Tenaga

Melakukan
Sosialisasi

Mengoordinasikan
Pelaksanaan
Peningkatan

performa Pendidik,

Tenaga Kependidikan,

Tenaga Kebudayaan,

serta Tenaga
Kebahasaan

PEMANGKU
KEPENTINGAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Melaksanaan
Pengelolaan
Performa Pendidik,
Tenaga
Kependidikan
Tenaga Kebudayaan,
serta Tenaga
Kebahasaan

A 4

Mengevaluasi
Pengelolaan
Performa Pendidik,
Dosen, Tenaga
Kependidikan
Tenaga Kebudayaan,
serta Tenaga
Kebahasaan

T

Menyusun Laporan/
Rekomendasi
Kebijakan Pengelolaan
Performa Pendidik,
Tenaga
Kependidikan
Tenaga Kebudayaan,
serta Tenaga
Kebahasaan
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Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-05

Pemberdayaan Lembaga
Pendidikan dan
Kebudayaan

PDK-05.01 Pengelolaan Pusat Keunggulan PDK-05.01.CFM.01 Pengelolaan SMK Pusat Keunggu]an
PDK-05.01.CFM.02 Pengelolaan Pusat Keunggulan Perguruan
Tinggi
PDK-05.02 Pengelolaan Kelembagaan PDK-05.02.CFM.01 Pengelolaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi Akademik
PDK-05. i idi -
05.03 Pembinaan Pendidikan Formal PDK-05.03.CFM. 01 Pembinaan  Pendidikan  Formal dan
dan Nonformal serta Lembaga
NonFormal serta Lembaga Kebudayaan dan
Kebudayaan dan Lembaga
Lembaga Kebahasaan
Kebahasaan
PDK-05.04 Pengelolaan Pemetaan dan PDK-05.04.CFM.01
Peningkatan = Mutu  Satuan Pengelolaan Pemetaan dan Peningkatan
Pendidikan Mutu Satuan Pendidikan
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PDK-05.01
Pengelolaan Pusat Keunggulan

PDK-05.03
Pembinaan Pendidikan Formal dan
Nonformal serta Lembaga Kebudayaan
dan Lembaga Kebahasaan

PDK-05.02
Pengelolaan Kelembagaan Perguruan
Tinggi

PDK-05.04
Pengelolaan Pemetaan dan
Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan
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PDK-05.01.CFM. 01 Pengelolaan SMK Pusat Keunggulan

MENTERI
PENDIDIKAN,
JKEBUDAYAAN, RISET

DAN TEKNOLOGI

Menerima Laporan

PDK-01.03 Penyusunan
Rancangan Peraturan/
Keputusan Menteri dan
Pejabat Pimpinan Tinggi

SEKRETARIAT
JENDERAL

BADAN STANDAR,
KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN

PDK-02.04.CFM. 01
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Perbukuan Nasional
(Buku Pendi'dikan)

= 2
o
=335
ox =
pwog
¥x0OF
w=29
o Z>
=i

Melakukan
sosialisasi

Nota kesepakatan

Membentuk Tim
Seleksi

Seleksi

A

Penetapan SMK
Pelaksana Program SMK
Pusat Keunggulan

y

PEMERINTAH
PROVINSI

Mengajukan
Usulan

PERGURUAN
TINGGI/
UPT VOKASI

Dunia
Usaha/Dunia
Industri

Pelaksanaan
Program SMK Pusat
Keunggulan

Evaluasi
Penyelenggaraan
Program SMK Pusat
Kenggulan




PDK-05.01.CFM. 02 Pengelolaan Pusat Keunggulan Perguruan Tinggi

Menerima Laporan

MENTERI
PENDIDIKAN,
JKEBUDAYAAN, RISET

DAN TEKNOLOGI

PDK-01.03 Penyusunan
Rancangan Peraturan/
Keputusan Menteri

SEKRETARIAT
JENDERAL

DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN
VOKASI

Penetapan
Perguruan Tinggi
Pelaksana
Program Pusat

Melakukan Keunggulan
sosialisasi

Membentuk Tim Melakukan
Seleksi Seleksi

Evaluasi
Penyelenggaraan
Program Pusat
Kenggulan

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Pelaksanaan Program
Pusat Keunggulan

Evaluasi
Pembelajaran
Program Pusat

Keunggulan

Mengajukan Usulan

PERGURUAN TINGGI

Pemangku
Kepentingan




PDK-05.02.CFM. 01 Pengelolaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik

Kebijakan Pengelolaan
Kelembagaan Perguruan Tinggi
Akademik

Menerima Laporan

MENTERI
PENDIDIKAN,
JKEBUDAYAAN, RISET

DAN TEKNOLOGI

PDK 01
Pengelolaan Kebijakan
dan Peraturan
Perundang-Undangan

A

SEKRETARIAT
JENDERAL

KEMENKEU/
KEMENPANRB/
SETNEG

Pemberian Bimbingan
Teknis dan Supervisi
Bidang Kelembagaan
Penyiapan Pendidikan Tinggi
Pemberian Izin Akademik
Penyelenggaraan A
Perguruan Tinggi
Negeri Akademik

Pelaksanaan Penjaminan
Mutu Bidang
Kelembagaan Pendidikan

Tinggi Akademik A

Meyusun Laporan

PENDIDIKAN TINGGI,
RISET DAN TEKNOLOGI

-
<
-4
wi
[=]
2
wi
w
-
<
-4
o
-
X
w
x
(=]

Penyiapan
Pemberian Izin
Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi
Swasta
Akademik

Fasilitasi Peningkatan
Mutu Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi Akademik

\ 4

Pengurusan lzin

Penyelenggaraan

Perguruan Tinggi
Akademik

A 4

Mengajukan Usulan

PERGURUAN TINGGI




MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

PDK-05.03.CFM. 01 Pembinaan Pendidikan Formal dan NonFormal serta Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Kebahasaan

Kebijakan Pembinaan

RISET
DAN TEKNOLOGI

2

Menerima Laporan

A

4

SEKRETARIAT
JENDERAL

Menerima dan
meneruskan
Laporan

A

DITJIEN
GURU DAN

TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pembinaan Guru dan Pendidik
Lainnya, Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah dan Tenaga
Kependidikan

DITJIEN
PAUD DASMEN

DITIEN
PENDIDIKAN
VOKASI

Pengelolaan
Perizinan

DITIEN
DIKTI RISTEK

DITIEN
KEBUDAYAAN

BADAN
PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN

BAHASA

Pembinaan
Satuan
Pendidikan,
Lembaga
Kebudayaan,
Lembaga
Kebahasaan

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Pelaku Budaya
dan Penutur Bahasa

PEMERINTAH
DAERAH

Fasilitasi Sarana
dan Prasarana

Fasilitasi
Penjaminan Mutu

Monitoring dan
Evaluasi

Menyusun
Laporan
Pembinaan




PDK-05.04.CFM. 01 Pengelolaan Pemetaan dan Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan

MENTERI

PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET
DAN TEKNOLOGI

Kebijakan Pengelolaan

Menerima
Laporan

SEKRETARIAT
JENDERAL

Menerima dan
meneruskan
Laporan

A

BADAN STANDAR,
KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN

A 4

PDK-02.02
Pengelolaan dan
Pengembangan

Standar
Penyelenggaraan
Pendidikan

DITJEN
PAUD DASMEN

UNIT PELAKSANA
TEKNIS

Melakukan
Analisis rapor
pendidikan &

profil pendidikan

Sosialisasi rapor
Pendidikan &
Profil Pendidikan

Menyusun

rancangan

intervensi
dan supervisi

Menyusun Juklak dan

Juknis intervensi dan

supervisi Peningkatan
Mutu Pendidikan

Melaporkan
Pelaksanaan

)

v

PEMERINTAH
DAERAH

Menyusun rekomendasi
hasil analisis mutu
pendidikan

Menyiapkan Bahan dan
pelaksanaan layanan
konsultatif Asimetris

Peningkatan Mutu
Pendidikan

Pelaksanaan
kemitraan
peningkatan
mutu

pendidikan

Melakukan
Pemantauan
dan Evaluasi
Peningkatan

Mutu

Pendidikan

Menyusun
Laporan

A

SATUAN PENDIDIKAN

A 4

Melaksanakan layanan
konsultatif Asimetris
Peningkatan Mutu
Pendidikan




Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-06

Pengelolaan Data,
Teknologi Informasi, dan
Media Pendidikan dan
Kebudayaan

PDK-06.01 Tata Kelola TIK PDK-06.01.CFM.01 Tata Kelola TIK
PDK-06.02 Pengelolaan Infrastruktur, PDK-06.02.CFM.01 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Aplikasi
Platform, dan Layanan TIK Prioritas
Pendidikan dan
Kebudayaan
PDK-06.02.CFM.02 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Aplikasi
Non Prioritas
PDK-06.02.CFM.03 Pengelolaan TIK  semi  Terpusat -
Infrastruktur Prioritas
PDK-06.02.CFM.04 Pengelolaan TIK  Semi  Terpusat -
Infrastruktur Non Prioritas
PDK-06.03 Pengelolaan Data Pendidikan PDK-06.03.CFM.01 Pengelolaan Data Pendidikan dan
dan Kebudayaan Kebudayaan
PDK-06.04 Pengelolaan Media Pendidikan PDK-06.04.CFM.01 Pengelolaan Media dan Model Pembelajaran

dan Kebudayaan

Pendidikan dan Kebudayaan
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PDK-06.02
Pengelolaan Infrastruktur, Platform, dan
Layanan TIK Pendidikan dan Kebudayaan

PDK-06.01
Tata Kelola TIK

PDK-06.03 PDK-06.04
Pengelolaan Data Pendidikan dan Pengelolaan Media Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan
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PDK-06.01.CFM. 01 Tata Kelola TIK

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi
( Penanggung Jawab SPBE)

PDK. 01. Pengelolaan Kebijakan
dan Peraturan Perundang-

PUSDATIN
(Pengelola SPBE dan
Walidata)

UNIT UTAMA
(Pengguna SPBE dan
Produsen Data)

Mengusulkan

Inisiatif TIK

Program, Anggaran

Ya Undangan

s7
= 0o

®B®
= .£

k]
23
EES

]

0

< Verifikasi

S

S

E

=

2

<

<

2

<

1S

S

& PDK-06.02
a

o Pengelolaan
= Koordinasi ) Infrastruktur, Platform,

Perencanaan T":ak dan Layanan TIK
Arsitektur dan Peta|« Pendidikan dan
Jalan SPBE Kebudayaan
Kementerian PDK-09.01
—P Perencanaan Strategis, PDK-06.03

Pengelolaan Data
Pendidikan dan
Kebudayaan

PDK-06.04
Pengelolaan Media
Pendidikan dan
Kebudayaan
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PDK-06.02.CFM. 01 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Aplikasi Prioritas

Menteri
(Penanggung Jawab
SPBE)

Kebijakan Tata Kelola

TIK

Sekretariat Jenderal
(Koordinator SPBE)

@
o
2 PDK.06.02 CFM.02
£ Verifikasi Persetujuan ) oo ) Pengelolaan TIK Semi
I plikasi Prioritas Aplik Tidak Aplikasi Non Terpusat — Aplikasi Non
S Prioritas
£
=
2
EE
(=] <
=39 Pengelolaan
g;; Penghapusan dan
2ag pemusnahan BMN
238 Ya
@z
& PDK.12.01.
L Z CFM.01
p Pengek)laan Pemantauan Rekomendasi
enyusunan Pengadaan e o _
E petunjuk teknis 4 Barang dan Jasa > (klzie;?:nc]ian Penilaian fungsi pengelr??(bahngan
é penentuan aplikasi Pengembangan keamanan dan Kelayakan L> aplikasi/
2 prioritas dan non Aplikasi sesuai Testing aplikasi) . penghapusan dan
& iori N e P Pemeliharaan h
prioritas . . kebutuhan bisnis UAT ¢ pemusnahan BMN
Koordinasi dan Koordinasi (pemutkahiran, A Aplikasi
Peninjauan penyusunan proses |  tindakan
usulan KAK dan RAB pencegahan, dan
pemulihan)
g Pengusulan Pengusulan
g pembangunan dan pengembangan/
atau .
= pengembangan | I rekomendasi
> aplikasi pemusnahan
Pemanfaatan
Aplikasi
E (sosialisasi,
%g _pendg_mpi_ngan,
EE identifikasi bugs)
e g
=)
N4
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PDK-06.02.CFM. 02 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Aplikasi Non Prioritas

@
e PDK.06.02.
2 CFM.01 Penetapan
E Pengelolaan TIK Aplikasi Non =
S Semi Terpusat — Prioritas
; Aplikasi Prioritas
=
4 | v
z Menerima
g . Pemantauan tembusan
a Penyediaan Kineria d . h
2 infrastruktur —P»{ (kinerja dan sistem Pemeliharaan penghapusan
Pen gembangan keamanan aplikasi) (pemutkahiran BMN Aplikasi
Penyusunan KAK Rt pen h non Proiritas
Perencanaan dan RAB Penyusunan KAK > pri(fritas sesuai tindakan
i encegahan, dan
sesuai standar TIK dan Pengadaan TIK standar TIK dan _l p eng;u“han) A
SLA SLA P
Pemanfaatan Penilai Rekomendasi
g Aplikasi Usulan ' fuimsia(ljaann penghapusan
g (sosialisasi, pengembangan/ & =P»{dan pemusnahan
=2 A A ) S Kelayakan L
= pendampingan, perbaikan aplikasi Aplikasi BMN A_plll_<a5|
> v identifikasi bugs) non prioritas
PDK.12.01.
S CFM.01
<
S Pengelolaan
[CK%)
z< Pengadaan Pengelolaan
; Z Barang dan Penghapusan dan
gg Jasa pemusnahan BMN
3
o4
23
2
(-]

PENGGUNA APLIKASI

-
Pemanfaatan
Aplikasi
(sosialisasi,
pendampingan,
identifikasi bugs)
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PDK-06.02.CFM. 03 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Infrastruktur Prioritas

w
Q PDK.06.02.
= CFM.01
‘é Pengelolaan TIK
2 Semi Terpusat — P i
8 Aplikasi Prioritas ersetiivan
4
2
-
2
<
3 Pengelolaan
3 § Penghapusan dan
E > pemusnahan BMN
z <
Zo
o v
s <Zt Tidak Ya
2% PDK.12.01.
2 - CFM.01
< —{ | Pengelolaan |
Pengadaan
Barang dan Jasa
h 4
Perencanaan ; i
> kebutuhan Mengajukan . Pemantauan Pemellharaan - Rekomendasi
g infrastrukt usulan Penyusunan KAK Penyusunan Implementasi (berfungsi; (tindakan Penilaian enghapusan dan
g intrastruktur —P| kebutuhan Perencanaan dan ®» KAK pengadaan P> infrastruktur TIK —P» B Ly perbaikan, dan P fungsidan penghap
a prioritas sesuai . . . keamanan; help e pemusnahan
=) rencana induk dan —> mfra.str.uktur RAB infrastruktur prioritas desk) kondisi Kelayakan BVIN Aolikasi
arsitektur SPBE prioritas infrastruktur) P
A
Menyampaikan usulan Usulan
< peningkatan kinerja ! pemusnahan
E infrastruktur prioritas infrastruktur
5
=
3
=]

-60-




PDK-06.02.CFM. 04 Pengelolaan TIK Semi Terpusat - Infrastruktur Non Prioritas

TIM KOORDINASI SPBE

Tidak

Persetujuan

Ya

PUSDATIN

v

Meninjau usulan
kebutuhan
infrastruktur
pendukung TIK

A

UNIT UTAMA

Menyampaikan
usulan kebutuhan
infrastruktur
pendukung
TIK(internet /LAN /
Perangkat pendukung

UPT)

Koordinasi usulan
kebutuhan

Penyusunan
KAK
Perencanaan
dan RAB

?

PDK.06.02.
CFM.02
Pengelolaan TIK
Semi Terpusat —
Aplikasi Non
Prioritas

BIRO UMUM DAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA

PDK.12.01.
CFM.01
Pengelolaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

Penyusunan KAK
pengadaan
infrastruktur Non
Prioritas

Implementasi
infrastruktur
Non Prioritas TIK

——»

Pemantauan
(berfungsi;
keamanan)

Rekomendasi
penghapusan dan

——» pemusnahan BMN

infrastruktur non
prioritas

Pengelolaan
Penghapusan dan

pemusnahan BMN
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PDK-06.03. CFM.01 Pengelolaan Data Pendidikan dan Kebudayaan

MENTERI PENDIDIAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
( PENANGGUNG JAWAB SPBE)

Menerima laporan hasil
pemantauan dan evaluasi

penyelenggara satu data

Penentuan

1. Daftar data yang
dikumpulkan
2. Daftar Data Prioritas

3. Rencana Aksi

A

Ditjen GTK; Ditjen PAUD Dasmen; Ditjen
Pendidikan Vokasi; Ditjen Dikti Ristek, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Ditjen

Kebudayaan
(Tim Koordinasi SPBE)

Pemanfaatan dan

evaluasi

Penyelenggaraan data

A

Mengoordinasikan

1. Daftar data yang
dikumpulkan

2. Daftar Data Prioritas

3. Rencana Aksi

A

PUSDATIN
(Walidata)

Melakukan Verifikasi
dan Validasi data

sesuai standar data

Sesuai prinsip
satu data

Ya—Pri

Pembuatan Akses,
Penyebarluasan data
melalui portal satu
data, dan Pertukaran
Data

A 4

Mengusulkan

1. Daftar data yang
dikumpulkan

2. Daftar Data Prioritas

Pengumpulan Data sesuai
standar data, daftar data
dan jadwal pemutakhiran

Menyimpan data sesuai dengan
kaidah interoprabilitas data

data

3. Rencana Aksi

(Produsen Data)

>

Bahasa; Ditjen Kebudayaan

Melakukan pembersihan
terhadap data sesuai standar |«

Tidak

Ditjen GTK; Ditjen PAUD Dasmen; Ditjen Pendidikan Vokasi;
Ditjen Dikti Ristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan
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PDK-06.04.CFM. 01 Pengelolaan Media dan Model Pembelajaran Pendidikan dan Kebudayaan

MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

PENDIDIKAN TINGGI, RISET
DAN TEKNOLOGI

hasil evaluasi media

Menerima laporan

dan model
pembelajaran

SEKRETARIS
JENDERAL

Menerima
laporan dan
hasil evaluasi

media dan

model
pembelajaran

A

2
£z S PDK.02.01
gog Pengelolaan dan
20
< g z Pengembangan
; 3 ; Kurikulum
< E W Nasional
<D wn Pendidikan
a¥u
<
< Melakukan Sosialisasi,
<§t Fasilitasi, Distribusi
5 media dan model |
= pembelajaran
= Melakukan (Memanfaatkan
=] analisis platform teknologi)
kebutuhan = = =
- belaiar » . Pemanfaatan
o ) Analisis - QC Layak publish media dan model
=) . Previu, uji coba )
< kebutuhan Merancang Memproduksi rototine (Penyampaian pembelajaran
é | mediadan Pmedia dan modelP media dan model medFi)a dan ‘r)nodel* media dan model > oleh unit
< model pembelajaran pembelajaran . pembelajaran utama dan
(=) - pembelajaran .
g pembelajaran Pusdatin) satuan Menyusun
a pendidikan ) laporan
Evaluasi .
| | emanfaatan [g | evaluasi |
‘Zt Z mgdia dan modelll> pemanfaatan
o Melakukan embelaiaran media dan
E g 5 analisis [ P J model
2 5 E kebutuhan pembelajaran
4 .
= belajar
3
Sa
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Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-07

Pengelolaan
Pengembangan, Promosi,
dan Kerja Sama Pendidikan
dan Kebudayaan

PDK-07.01 Pengelolaan Pengembangan PDK-07.01.CFM.01 Pengelolaan Pengembangan Obyek
dan Pemanfaatan Produk / Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
Karya / Warisan - -
Kebudayaan PDK-07.01.CFM.02 Pengelolaan Pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaan dan Cagar Budaya
PDK-07.01.CFM.03 Pengelolaan Pemanfaatan Objek Pemajuan
Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk
Industri Besar dan/atau Pihak Asing
PDK-07.02 Pengelolaan Kerja Sama Dunia PDK-07.02.CFM.01 Pengelolaan Kerja Sama Dunia Usaha dan
Usaha dan Dunia Industri Dunia Industri
PDK-07.03 Pengelolaan Kerja Sama Dalam PDK-07.03.CFM.01 Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri
dan Luar Negeri - -
PDK-07.03.CFM.02 Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri
PDK-07.04 Pengelolaan Promosi Bahasa PDK-07.04.CFM.01 Pengelolaan Promosi Bahasa Indonesia

dan Budaya Indonesia

PDK-07.04.CFM.02

Pengelolaan Promosi Budaya Indonesia

-64-




PDK-07.01
Pengelolaan Pengembangan dan
Pemanfaatan Produk / Karya / Warisan
Kebudayaan

PDK-07.03
Pengelolaan Kerja Sama Dalam dan
Luar Negeri

PDK-07.02
Pengelolaan Kerja Sama Dunia Usaha
dan Dunia Industri

PDK-07.04
Pengelolaan Promosi Bahasa dan
Budaya Indonesia
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PDK.07.01.CFM. 01. Pengelolaan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
& TEKNOLOGI

Menerima
Laporan

SEKRETARIS JENDERAL

Meneruskan
Laporan

A

DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN

Persetujuan

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN
KEBUDAYAAN

PEMERINTAH
DAERAH/
PEMANGKU
KEPENTINGAN

Mengusulkan
kegiatan
pengembangan
dan pemajuan
Obyek
Kebudayaan
dan Cagar
Budaya

Pelaksanaan
Pengembangan
dan pemajuan
Obyek
Kebudayaan
dan Cagar
Budaya

Pemantauan
dan Evaluasi

Penyusunan
Laporan




PDK.07.01.CFM. 02. Pengelolaan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

MENTERI
PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN,
RISET & TEKNOLOGI

Menerima
Laporan

SEKRETARIS JENDERAL

Meneruskan
Laporan

A

-
<
o
]
[a)
4
w
=
-
<
[+ 4
o
-
4
w
o«
o

2
2
>
<
(o)
2
[+a]
w
4

Persetujuan

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
DAN
PEMANFAATAN
KEBUDAYAAN

PEMERINTAH
DAERAH/

PEMANGKU
KEPENTINGAN

Mengusulkan
kegiatan
pemanfaatan
Objek Pemajuan
Kebudayaan
dan Cagar
Budaya

Pelaksanaan
Pemanfaatan
Objek Pemajuan
Kebudayaan
dan Cagar
Budaya

Pemantauan
dan Evaluasi

Penyusunan
Laporan




PDK.07.01.CFM. 03. Pengelolaan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk Industri Besar dan/atau Pihak Asing

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET

& TEKNOLOGI

Persetujuan

Menerima
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Meneruskan
Laporan

A

- 2
<o <
eI
o>
W<
525
53
o g

Persetujuan

Mengusulkan
kepada
Menteri

A

DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
DAN PEMANFAATAN

KEBUDAYAAN

A 4

Menerbitkan
Rekomendasi

PELAKU
INDUSTRI BESAR
DAN ATAU
PIHAK ASING

Mengajukan
Usulan
Pemanfaatan

Pelaksanaan
Pemanfaatan
produk/
karya/warisan
kebudayaan

Pemantauan
dan Evaluasi

Penyusunan
Laporan




PDK.07.02.CFM. 01. Pengelolaan Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET &
TEKNOLOGI

Menerima
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Disposisi

A

Persetujuan

Menerima
Laporan

l

BIRO HUKUM

Penyusunan
Rancagan Naskah
Kerja Sama

A 4

Fasilitasi
Penandatanganan
Kerja Sama

‘_J

Pemantauan
dan Evaluasi
Pelaksanaan
Kerja Sama

Menyusun Laporan
Pemantauan dan
Evauasi Pelaksanaan
Kerja Sama

KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT

Menerima
Usulan dan
Menyampaikan
Sekretaris
Jenderal

Pendataan
Kerja Sama

Mengusulkan
Rancangan

DUNIA USAHA/
INDUSTRI

Kerja Sama

N

Pelaksanaan
Kerja Sama




PDK.07.03.CFM. 01 Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri

Menerima Usulan Kerja p tui Menerima
Sama ersetyjuan Laporan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
& TEKNOLOGI

A 4

Menerima
Laporan

Disposisi Persetujuan

SEKRETARIS
JENDERAL

A

A

A 4 A 4

Penyusunan Fasilitasi
Rancangan Naskah Penanc!atanga nan
Kerja Sama Kerja Sama

BIRO HUKUM

Memfasilitasi Kerja
Sama Menyusun
(Rekomendasi, Pemantauan dan Laporan
Pendampingan, Pendataan Kerja | Evaluasi Pemantauan dan
dan Koordinasi Sama Pelaksanaan Evauasi
dengan Unit Kerja Sama Pelaksanaan Kerja
Terkait dan Calon Sama
Mitra)

A

BIRO
KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

Penelaahan dan Usulan

Kerjasama Dalam Negeri .
(Terkait Tusi) Pelaksanaan Kerja

Sama

UNIT
UTAMA/
PEMANGKU
KEPENTINGAN/

MASYARAKAT




PDK.07.03.CFM. 02 Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri

Pelaksanaan
aktivitas kerja
sama program

UNESCO

A

Dukungan
data dan
Informasi

KEMENTERIAN
DAN LEMBAGA
TERKAIT

Tanggapan
dan
masukan

Penerbitan Kuasa
Penandatanganan
Kerjasama LN

Penyimpanan
naskah asli G-to-G
dan penerbitan
Salinan naskah
Resmi

A

. Ya . Menandatangani Menerima
Penugasan Persetujuan Persetujuan MOU Laporan

A

\ 4 Tidak
Laporan usulan Disposisi Persetujuan Persetujuan Penerimaan
kerja sama P ) ) Laporan
Ya
[ v L 2 v [
" " Tidak
engusulkan
rancangan kerja laah Penyusunan ilitasi Pemantauan |
sama dan/atau Penelaahan rancangan . Fasilitasi dan Evaluasi Pelaporan
R o usulan h Persetujuan penandatangan pelaksanaan
menindaklanjuti keria sama naskah kerja keria sama pelaksanaan keria sama
usulan unit ! sama ) kerja sama )
utama

A A

KEMENTERIAN
LUAR NEGERI

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

JENDERAL

SEKRETARIS

KERJA SAMA
DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT

Pembahasan
interkementerian
rancangan
naskah kerja
sama/usulan
program

BIRO
HUKUM

Y

Mengusulkan Pelaksanaan Dukungan
rancangan aktivitas data dan
kerja sama kerja sama Informasi

ATASE
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

UNIT UTAMA/




PDK-07.04.CFM. 01 Pengelolaan Promosi Bahasa Indonesia

Menerima
Laporan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

PDK.09.01.
Perencanaan
Strategis, Program
dan Anggaran

Penerimaan
Laporan Promosi
Bahasa dan Sastra

JENDERAL

BADAN
PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT

DAN PEMBINAAN
BAHASA

Menerima
Usulan
Rencana

A

Persetujuan

PUSAT
PEMBINAAN
BAHASA DAN

SASTRA

PUSAT
PENGEMBANGAN
DAN PELINDUNGAN

BAHASA DAN

SASTRA

Usulan
Rencana
Program
Promosi
Bahasa
dan
Sastra

PUSAT
PENGUATAN

DAN

BAHASA

\_/

Penyusunan
Desain
Promosi
Bahasadan
Sastra

Penentuan
Media/
Sistem

Promosi

Bahasa dan

Sastra

MEDIA/
PEMANGKU
KEPENTINGAN | PEMBERDAYAAN

Pelaksanaan
Promosi
Bahasadan
Sastra

A

Pelaksanaan
Evaluasi
Promosi

Bahasa dan
Sastra

Penyusunan
Laporan
Promosi

Bahasadan

Sastra




PDK-07.04.CFM. 02 Pengelolaan Promosi Budaya Indonesia

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menerima
Laporan

PDK.09.01.
Perencanaan
Strategis,
Program dan
Anggaran

SEKRETARIAT
JENDERAL

Penerimaan
Laporan
Promosi

Kebudayaan

A

DIREKTORAT JENDERAL
KEBUDAYAAN

Persetujuan

Menyusun
Perencanaan
Program dan

Anggaran

DIREKTORAT
PENGEMBANGA
N DAN
PEMANFAATAN
KEBUDAYAAN

Penyusunan
Desain
Promosi

Kebudayaan

MUSIK DAN
MEDIA

DIREKTORAT
PERFILMAN,

Penentuan
Media
Promosi
Kebudayaan

Usulan Rencana
program Promosi
Kebudayaan

MEDIA/
PEMANGKU
KEPENTINGAN

Pelaksanaan
Promosi

Pelaksanaan
Evaluasi
Promosi

Kebudayaan

Penyusunan
Laporan
Promosi

Kebudayaan

Menyusun
Laporan

A




Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-08

Pengelolaan Layanan
kepada Pemangku
Kepentingan Pendidikan
dan Kebudayaan

PDK-08.01 Layanan Informasi, Perizinan, PDK-08.01.CFM.01 Pelayanan Informasi
dan Pelayanan Publik
PDK-08.01.CFM.02 Pelayanan Perizinan
PDK-08.01.CFM.03 Pelayanan Publik
PDK-08.02 Pengelolaan Diseminasi, PDK-08.02.CFM.01 Pengelolaan Diseminasi dan Sosialisasi
Sosialisasi, dan Hubungan Informasi
Masyarakat
PDK-08.02.CFM.02 Pengelolaan Hubungan Masyarakat
PDK-08.03 Layanan Pembinaan, Fasilitasi PDK-08.03.CFM.01 Layanan  Pembinaan, Fasilitasi dan
dan Pendampingan K/L/PD/ Pendampingan K/L/PD/Satuan
Satuan Pendidikan/ Pendidikan /Masyarakat
Masyarakat
PDK-08.04 Pengelolaan Koordinasi, PDK-08.04.CFM.01 Pengelolaan Koordinasi, Supervisi, dan
Supervisim dan Advokasi Advokasi K/L/PD/Satuan
K/L/PD/Satuan Pendidikan /Masyarakat
Pendidikan /Masyarakat
PDK-08.05 Pengelolaan Layanan Hukum PDK-08.05.CFM.01 Pemberian Layanan Hukum Non Litigasi

PDK-08.05.CFM.02

Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

PDK-08.05.CFM.03

Penanganan Perkara Perdata (Digugat)

PDK-08.05.CFM.04

Penanganan Perkara Perdata (Menggugat)

PDK-08.05.CFM.05

Pengujian Undang-Undang

PDK-08.05.CFM.07

Penanganan Perkara Pidana
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PDK-08.03
PDK-08.01 PDK-08.02 o Layanan Pembinaan, Fasilitasi dan
Layanan Informasi, Perizinan, dan Pengelolaan Diseminasi, Sosialisasi, Pend . K/L/PD/S
Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat ehdampingan atuan
Pendidikan/Masyarakat

PDK-08.04

Pengelolaan Koordinasi, Supervisi, dan PDK-08.05

Advokasi K/L/PD/Satuan Pendidikan/ Pengelolaan Layanan Hukum
Masyarakat
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PDK 08.01.CFM. 01. Pelayanan Informasi

-
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= =5 S Permohonan Pem_l?eerr;l:cj?il;uan
& E = . Informasi
Ea .
s a2 Publik
w>
—>
pE
59
o
a2
ek
~
2
22
—E<_ Menerima
2= & permohonan
s c&) 2 3 . penyelesaian
g =2 E Tidak sengketa
g & Informasi Publik
£ 4
2
3 <
(U] S Penyampaian . . . Menerima/ Tidak Permohoqan
2= Permohonan Menerima Menerima Informasi Tidak Menerima penyelesaian
< E . Pemberitahuan yang dibutuhkan sengketa
Sa Informasi Tanggapan Inf i Publik
wa nformasi Publi
aw
¥

Penanganan
Penyelesaian
Sengketa
Informasi
Publik
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PDK 08.01.CFM. 02. Pelayanan Perizinan

Penerimaan Permohonan
Pelayanan Perizinan

Persetujuan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

A

A 4

Disposisi Persetujuan

SEKRETARIS
JENDERAL

KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT

Penyerahan
Memroses Izin
Perizinan Kepada
Pemohon

UPT/PTN/
LLDIKTI

A 4

Penyampaian Permohonan
Pelayanan
Perizinan

Menerima Produk Layanan
Perizinan

PEMANGKU
KEPENTINGAN




PDK 08.01.CFM. 03. Pelayanan Publik

Penerimaan
Permohonan
Pelayanan Publik

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

A

Y

Disposisi

SEKRETARIS
JENDERAL

KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT

Y

Penyampaian
Permohonan
Pelayanan Publik
ke Unit Terkait

Penyampaian
Pelayanan
Publik

X

A 4

Pemrosesan
Pelayanan
Publik

Penerimaan
Permohonan
Pelayanan Publik

UPT/PTN/
LLDIKTI

Pemilahan

Pemrosesan
Pelayanan
Publik

v

Penyampaian
Pelayanan
Publik

Penyampaian Permohonan
Pelayanan Publik

PEMANGKU
KEPENTINGAN

A A 4

Menerima
Produk
Layanan Publik




PDK.08.02.CFM. 01 Pengelolaan Diseminasi dan Sosialisasi Informasi

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menerima
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Meneruskan
Laporan

A

PDK-09.01
Perencanaan
Program dan

Anggaran

HUBUNGAN
MASYARAKAT

KERJA SAMA DAN

Penetapan Pegggamdp;ur:an
Tema R .
informasi

Usulan
Rencana
Program

Diseminasi
dan
Sosialisasi
Informasi

Pengolahan
Data dan
Informasi

Penyusunan
Informasi

Penulisan
Naskah
Publikasi

Pencetakan/
Perekaman

A

A 4

Kurasi dan
Finalisasi
Naskah
Publikasi

SEKRETARIAT
UNIT UTAMA

N

Pendistribusian/Penyiaran/
Penempatan/Pengunggahan/Pagelaran

Pendokumentasian

Penyusunan
Laporan

A 4

Koordinasi
Pelaksanaan




PDK.08.02.CFM. 02 Pengelolaan Hubungan Masyarakat

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menerima
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Meneruskan
Laporan

A

PDK.09.01.CFM.04
Perencanaan Anggaran

HUBUNGAN
MASYARAKAT

KERJA SAMA DAN

v

v

Pengelolaan
Relasi Media
Kementerian

SEKRETARIAT
UNIT UTAMA

PEMANGKU
KEPENTINGAN/
K/L/D

Pengelolaan
Hubungan
Antar
Lembaga

Pelayanan
Informasi
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

Pembinaan
Pengelolaan
Hubungan
Antar
Lembaga

Pemantauan
dan Evaluasi
Pengelolaan
Hubungan
Antar
Lembaga

Menyusun
Laporan

A




PDK.08.03.CFM. 01 Layanan Pembinaan, Fasilitasi dan Pendampingan K/L/PD/Satuan Pendidikan/Masyarakat

Disposisi Persetujuan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

A

Menerima
Laporan

A 4

Disposisi Persetujuan

SEKRETARIS
JENDERAL

Meneruskan
Laporan

A

BIRO
HUKUM

Menelaah permohonan
pembinaan/fasilitasi
dan pendampingan

BIRO
KERJA SAMA
DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

Koordinasi
Pemberian
pembinaan/

fasilitasi/
pendampingan

UNIT
UTAMA

Pemantauan
dan evaluasi
pembinaan/
fasilitasi dan
pendampingan

Menyusun Laporan

Menyampaikan
permohonan pembinaan/
fasilitasi/ pendampingan

K/L/D/
PEMANGKU
KEPENTINGAN/

MASYARAKAT

Proses
Pemberian
pembinaan/
fasilitasi/
pendampingan




PDK-08.04.CFM. 01. Pengelolaan Koordinasi, Supervisi, dan Advokasi K/L/PD/Satuan Pendidikan/Masyarakat

Menerima Laporan
dan Menugaskan
pengelolaan
koordinasi, supervisi dan Persetujuan
Advokasi Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan
Teknologi A

A

Menerima
Laporan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN
TEKNOLOGI

Y

Mengoordinasikan
pengelolaan
koordinasi, supervisi dan
Advokasi Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan
Teknologi

Menerima dan
Meneruskan
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Inventarisasi Merumuskan
permasalahan Strategi
Pendidikan, supervisi dan
kebudayaan, Advokasi
Riset Pendidikan,
dan Teknologi yang Kebudayaan,
harus diselesaiakan Riset dan Teknologi

Melaksanakan
supervisi dan
Advokasi A
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

Menyusun
Laporan
Pelaksanaan
koordinasi,
supervisi dan
Advokasi

A

Melaporkan Dukungan
Permasalahan data dan informasi

Menerima supervisi
dan Advokasi
Pendidikan,
Kebudayaan,
Riset dan Teknologi

PEMANGKU
KEPENTINGAN




PDK-08.05.CFM. 01 Pemberian Layanan Hukum Non Litigasi

Menerima
Laporan

Disposisi

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

A

Meneruskan

Disposisi Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Pemberian
Layanan Bantuan
Hukum

Menelaah permohonan bantuan
penyelesaian masalah hukum

Penyusunan
Laporan

A

Menerima
Mengajukan Rekomendasi
Permohonan Penyelesaian
Bantuan Masalah
Penyelesaian Hukum
Masalah
Hukum

PEMANGKU
KEPENTINGAN




PDK-08.05.CFM. 02 Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Memberikan
Surat Kuasa
Khusus
Penanganan
Perkara TUN

A

Melakasanakan
Putusan PK

A 4

Menerima
Surat Kuasa
Khusus
Penanganan
Perkara TUN

Penelaahan
kasus dan
perkara

Y

Y

Penyiapan jawaban/

duplik, Menyiapkan

alat bukti. Saksi ahli,
menyusun kesimpulan

Mendaftar
banding dan
penyiapan
memori
banding

Penyiapan
kontra
memori
banding

A

A 4

A 4

Mendaftar

kasasi dan

Penyiapan
memori
kasasi

Menyiapkan
kontra
memori kasasi

Mendaftar
Peninjauan
Kembali dan
Penyiapan
memori PK

Penyiapan
Kontra memori
Peninjauan
Kembali

A

A

A

2
<
=
22
37
2
w
a

Panggilan
Sidang

A

Pemeriksaan
Persiapan

Putusan

PENGADILAN
TINGGI TUN

Putusan

MAHKAMAH AGUNG

Mengajukan
Gugatan

Putusan




PDK-08.05.CFM. 03 Penanganan Perkara Perdata (Digugat)

Memberikan

Surat Kuasa
Khusus Melaksanakan

Penanganan Putusan PK
Perkara
Perdata

A

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menang Menang Menang

Penyiapan
bahan I I I
L 2 persidangan L 2 L 2 L 2
(mediasi gagal)
Penelaahan Mendaftar Penviapan Mendaftar Mendaftar
Kasus dan banding dan kc}lntrzl kasasi dan Menyiapkan Peninjauan
Menyiapkan penyiapan memori Penyiapan kontra Kembali dan
Surat Kuasa memori bandin memori memori kasasi Penyiapan
Menteri banding 8 kasasi memori PK

A A A

Penyiapan
Kontra memori
Peninjauan
Kembali

A 4

Pembuatan
Akta Perdamaian
(jika terjadi
perdamaian)

Panggilan Sidang

Sidang Pertama Mediasi

Putusan

=z
Sz
o w
28
oL
w
[a

A

Putusan

PENGADILAN
TINGGI

MAHKAMAH
AGUNG

Mengajukan
Gugatan

PEMANGKU
KEPENTINGAN




PDK 08.05.CFM. 04 Penanganan Perkara Perdata (Menggugat)

PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

Permasalahan
Hukum Perdata

Persetujuan

Menang

Menang

Menang

Melaksanakan
Putusan PK

v

Menelaah
Permasalahan
hukum dan
Menyusun
Usulan
Pengajuan
Gugatan

Penyiapan
Replik

Penyiapan
alat bukti
Penyiapan
saksi/ahli

Penyusunan
kesimpulan

Penyusunan

surat kuasa

khusus dan
gugatan

Mendaftar
banding dan
penyiapan
memori
banding

Penyiapan
kontra
memori
banding

A

Mendaftar

kasasi dan

Penyiapan
memori
kasasi

Menyiapkan
kontra
memori kasasi

Mendaftar
Peninjauan
Kembali dan
Penyiapan
memori
Peninjauan
Kembali

Penyiapan
Kontra memori
Peninjauan
Kembali

A

PENGADILAN
NEGERI

Putusan

PENGADILAN
TINGGI

Putusan

MAHKAMAH
AGUNG




PDK-08.05.CFM. 05 Pengujian Undang-Undang

PRESIDEN

Memberikan
Kuasa

MENTERI
PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

=
=z
<T
EZ
E3
ws
E:
23

I

Menelaah
permohonan
constitutional
review,
menyiapkan
surat kuasa, dan
menyusun
keterangan
Presiden

Menghadiri
sidang
penyampaian
keterangan
Presiden

Menyiapkan
ahli, Saksi, Bukti

Menghadiri
sidang
penyampaian
keterangan ahli

Menyusun
kesimpulan

Menyerahkan
kesimpulan

Menghadiri
sidang Putusan

Menerima

MAHKAMAH
KONSTITUSI

Sidang
Perbaikan
Permohonan

PEMANGKU
KKEPENTINGAN

Mengajukan
Permohonan
Pengujian UU

Menerima
Putusan




PDK-08.05.CFM. 07 Penanganan Perkara Pidana

KEJAKSAAN/
KEPOLISIAN

Pemanggilan/
Permintaan Keterangan

MENTERI
PENDIDIKAN,

KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Disposisi

Menerima
Laporan

SEKRETARIS
JENDERAL

Disposisi

Meneruskan
Laporan

Mengajukan
Permohonan
Bantuan

UNIT UTAMA/
ASN

Menganalisis
Permasalahan
Hukum

Hukum/
Menyiapkan
Keterangan

Melakukan
Pendampingan/
Fasilitasi
Bantuan
Hukum

Menyusun
Laporan




Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-09

Pengelolaan Akuntabilitas
Program dan Anggaran

PDK-09.01 Perencanaan Strategis, PDK-09.01.CFM.01 Penyusunan Rancangan Teknokratik
Program, dan Anggaran Rencana Strategis Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
PDK-09.01.CFM.02 Penyusunan Renstra Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi
PDK-09.01.CFM.03 Perencanaan Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi
PDK-09.01.CFM.04 Perencanaan Anggaran
PDK-09.01.CFM.05 Perencanaan Dukungan Sarana Prasarana
Pendidikan pada DAK Fisik
PDF-09.01.CFM.06 Perencanaan Dukungan Sarana Prasarana
Pendidikan pada DAK Non Fisik
PDK-09.02 Pengelolaa Perbendaharaan PDK-09.02.CFM.01 Penetapan Pejabat Perbendaharaan
dan PNBP -
PDK-09.02.CFM.02 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP)
PDK-09.03 Penyusunan Laporan PDK-09.03.CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan
Keuangan
PDK-09.04 Monitoring dan Evaluasi PDK-09.04.CFM.01 Monitoring dan Evaluasi Program,
Program, Anggaran, dan Kegiatan, dan Anggaran
Kinerja Kemendikbudristek
PDK-09.04.CFM.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja (Penyusunan LAKIN)
PDK-09.04.CFM.03 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja (Evaluasi Kinerja Kementerian)

-89-




PDK-09.01 PDK-09.02
Perencanaan Strategis, Program, dan Pengelolaan Perbendaharaan dan

Anggaran PNBP

PDK-09.04
Monitoring dan Evaluasi Program,
Anggaran, dan Kinerja

PDK-09.03
Penyusunan Laporan Keuangan

-90-



PDK-09.01.CFM. 01 Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

S22 —
z2<z0
w § 29 Ya Rancangan
Eo =2 Persetujuan Teknokratik
E 256§$ Renstra
oo
&x Ya
Tidak
2
o
<&
E a Persetujuan
&
wv
o3
& <
o
o
o3 Tidak
[~~7 . .
> Koordinasi
T Penyusunan
Rancangan
= Teknokratik
< Renstra dengan
g : Penelaahan Penyusunan
o memperhatikan Rancangan
] teknokratif RPIMN terhadap draf v
o2 eknokrati rancanean Teknokratik
w — dan hasil evaluasi ] 8 Renstra
i Renst teknokratik Renstra
e Identifikasi Kondisi enstra (visi, misi, tujuan
. sebelumnya ’ » tujuan,
Umum, Potensi sasaran strategis, [y
dan Permasalahan arah kebijakan,
- _ strategi; kerangka
= ‘E‘: Menyampaikan hasil regulasi dan
2 evaluasi Renstra kelemb cert
25 eriode sebelumnya elembagaan, serta
Matrik Kinerja dan
Pendanaan)
" A 4
<2t Menerima Rancangan
a Teknokratik Renstra
e Kemendikbudristek
o
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PDK-09.01.CFM. 02 Penyusunan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Memberi Arahan dan
Disposisi Penyusunan
Renstra

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN
TEKNOLOGI

A

Penetapan Renstra
Kemendikbudristek

A 4

Disposisi

JENDERAL

SEKRETARIS

BIRO
ORTALA

BIRO
HUKUM

4

Menerima disposisi untuk
penyusunan Renstra dengan
memperhatikan RPJMN, arahan
menteri, dan rancangan
teknokratik Renstra

BIRO
PERENCANAAN

UNIT
UTAMA

Menyampaikan RPJMN
yang telah ditetapkan

BAPPENAS

Koordinasi
penyiapan konsep
rancangan Renstra

dengan
memperhatikan
RPJMN yang telah
disahkan, arahan
Menteri, dan
rancangan
teknokratik Renstra

Penelaahan
terhadap rancangan
Renstra (visi, misi,
tujuan, sasaran
strategis, arah
kebijakan, strategi;
kerangka regulasi
dan kelembagaan;
serta Matrik Kinerja
dan Pendanaan)

PDK-01.03

Penyusunan Rancangan

Peraturan/Keputusan
Menteri

4

Penyusunan
Rancangan
Renstra

Penginputan
Renstra di Aplikasi
Krisna Renstra

Persetujuan

KEMENKEU,
KEMENPANRB,
dan
KEMENDAGRI

Menerima
Renstra
Kemendikbudristek
yang sudah
ditetapkan




PDK-09.01.CFM. 03 Perencanaan Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

MENTERI PENDIDIKAN,
TEKNOLOGI

KEBUDAYAAN, RISET DAN

Disposisi

A

Persetujuan

SEKRETARIS
JENDERAL

v

Disposisi

Persetujuan

BIRO PERENCANAAN

Mengevaluasi
Hasil
Pelaksanaan
Renja Periode
Sebelumnya

Menyusun draft
awal Renja
(Kebutuhan

pagu indikatif)
Tahun t+1

Melakukan
Pembahasan

BAPPENAS/DJA

Menyampaikan
Capaian Renja
Periode Sebelumnya

L 2

Usulan draft
awal renja
(usulan pagu
indikatif tahun
T+1)

Pembahasan
Renja

Update sistem
Renja Krisna
(penyesuaian

hasil
pembahasan)

Penetapan

rancangan awal RKP




PDK-09.01.CFM. 04 Perencanaan

Anggaran

Melakukan Rapat
Dengar Pendapat
(RDP) Pendalaman
Pagu Indikatif Per
Unit Utama

Melakukan Rapat
Kerja Pengesahan
Pagu Anggaran
Kemendikbudristek

t+1

MENTERI
KEUANGAN/
BAPPENAS

Menerbitkan
surat permintaan
baseline t+1
(Kemenkeu)

v

Menerima
usulan
baseline
dan
mereviu

Menerbitkan

Surat Bersama

Pagu Indikatif
t+1

A

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN
TEKNOLOGI

A 4

Disposisi

Persetujuan
Usulan t+1

A 4

Disposisi

Trilateral Meeting
Pagu Indikatif t+1,
berdasar input
Kemendikbudristek
dalam KRISNA RENJA
BAPPENAS dan
penyampaian Pagu
Indikatif dan apabila
ada perubahan
struktur organisasi
baru

Mereviu
usulan
tambahan
Anggaran

v

Penerbitan
Surat Bersama

A

Pagu
Anggaran t+1

Penelaahan Bersama
berdasar RKA-K/L dalam
SAKTI sebagai bahan
penyusunan Himpunan
RRKA-K/L untuk bahan
Nota Keuangan yang
disampaikan Presiden
di depan DPR RI

Penetapan dan
penyampaian Pagu
Alokasi
Kemendikbudristek
t+1 melalui Surat
Menteri Keuangan
berdasarkan hasil
Kesepakatan
Trilateral Meeting

Penelaahan
Bersama
berdasar

RKA-K/L dalam
SAKTI sebagai
dasar
penetapan
DIPA

A

A

Penetapan
DIPA PAGU
Kemendikbudristek
t+1

Mengusulkan
Tambahan
Kebutuhan

Anggaran untuk
fase Pagu
Anggaran

A

Y

Disposisi

Menyampaikan pagu
anggaran dari RKAKL
dengan surat
Mendikbudristek

A

A 4

Disposisi

Menyampaikan
pagu anggaran dari
RKAKL dengan
surat
Mendikbudristek

A

a
4
<
[
w
[
x
w
w

JENDERAL

A 4

Disposisi

Persetujuan
Angka Final

A 4

Disposisi

A

Menerima hasil
reviu usulan
tambahan pagu
anggaran dan
melaporkan

A 4

A

Disposisi

A

3

INSPEKTORAT
JENDERAL

BIRO
PERENCANAAN

A 4

Melakukan
exercise
baseline t+1
dan mereviu
usulan
baseline Unit
Utama

Melaporkan
Sandingan
exercise
Biroren
dan usulan
unit utama

A

A 4

Melakukan exercise
anggaran sesuai pagu
Indikatif dengan
menyesuaikan belanja
mengikat dan
Kebijakan nasional dan
kementerian berdasar
realisasi t-1

Mereviu usulan
tambahan yang
diajukan Unit
Utama

A

A 4

Melakukan
exercise
apabila ada
penyesuaian
dalam Pagu
Alokasi

Mengusulkan
kebutuhan
anggaran
t+1

Melakukan input
KRISNA RENJA
Bappenas sesuai
angka Pagu Indikatif
sebagai acuan
RKA-K/L

Melakukan
exercise
kebutuhan
anggaran untuk
program yang
belum terdanai
dalam Pagu
Indikatif

Menyesuaikan KRISNA
RENJA kembali apabila
ada penyesuaian
Anggaran untuk ditarik
referensi dalam aplikasi
SAKTI Kemenkeu untuk
input RKA-K/L t+1
dengan arahan dan
berdasar surat
penyampaian pagu
Anggaran oleh sekjen

Melakukan

penelitian, dan reviu hasil
RKA-K/L yang disusun Unit

Utama melalui
aplikasi

A 4

Disposisi

A

A 4

Melakukan
exercise
apabilaada
penyesuaian
dalam Pagu
Alokasi

Melakukan
penelitian, dan
reviu hasil RKA-

K/L yang
disusun Unit
Utama melalui

Menyesuaikan KRISNA
RENJA kembali apabila
ada penyesuaian
Anggaran untuk ditarik
referensi dalam aplikasi
SAKTI Kemenkeu untuk
input RKA-K/L t+1
dengan arahan dan
berdasar surat
penyampaian pagu
Anggaran oleh sekjen

aplikasi




PDK-09.01.CFM. 05 Perencanaan Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan pada DAK Fisik

L 4

Meminta KAK Penetapan Menyusun
Membahas Kemendikbudristek Alokasi Petunjuk
Arah tentang DAK Fisik Pagu Teknis

Kebijakan
Prioritas |

Nasional Trilateral Y
dan Meeting

Sasaran Penetapan Trilateral ) /\
DAK Fisik Subbidang Meeting Trilateral

KEMENTERIAN
KEUANGAN

rincian hasil Meeting

menu penilain ~ hasil
DAK Fisik Sinkronisasi

BAPPENAS/
KEMEN PPN

dan kriteria
penilain
DAK Fisik

Menyusun Dokumen
dokumen Rincian
Sinkronisasi Rincian Kegiatan
Menerima Kegiatan DAK
dan DAK Fisik Fisik
menilai
Usulan
DAK
Fisik

BIRO
PERENCANAAN

Menyiapkan
KAK DAK
Fisik

PAUD
DASMEN

DITJEN
PENDIDIKAN
VOKASI

\_/

PEMERINTAH
DAERAH

Pengusulan
DAK Fisik

SATUAN
PENDIDIKAN

A 4

PDK.01.03
Penyusunan Rancangan Peraturan/
Keputusan Menteri (yang Mengatur
Petunjuk Teknis)

BIRO
HUKUM




PDK-09.01.CFM. 06 Perencanaan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan pada DAK Non Fisik

KEUANGAN

Arah

Kebijakan
Prioritas
Nasional

Menyampaikan surat
kebutuhan DAK Non
Fisik

BAPPENAS/ | KEMENTERIAN

KEMEN PPN

dan
Sasaran
DAK

wFiSik

BIRO
PERENCANAAN

PAUD
DASMEN

PENDIDIKAN
VOKASI

DITJEN
GTK

DITJEN
KEBUDAYAAN

Menyusun Kebutuhan
Pendanaan
dan
KAK DAK
Non Fisik

Trilateral
Meeting
Penetapan Kebijakan
dan Alokasi
DAK Non Fisik

Menetapkan Alokasi
DAK Non Fisik per
daerah

A

BIRO
HUKUM

\ 4

A 4

PDK.01.03

Penyusunan Rancangan Peraturan/
Keputusan Menteri (yang Mengatur

Petunjuk Teknis)

PDK.01.03.CFM.03

Penyusunan Rancangan Keputusan
Menteri (Mengatur Sasaran DAK Non

Fisik)




PDK-09.02.CFM. 01 Penetapan Pejabat Perbendaharaan

£ &l Untuk dan atas nama Menteri
gL Menerima usul calon menetapkan SK Pejabat
by E pejabat perbendaharaan —> Perbendaharaan (KPA,
§ 2 Bendahara Penerimaan, dan
P w atau Bendahara Pengeluaran)
A
zx
<<
[=XC]
wl
Zz
O x Menerima Menilai dan verifikasi usul Menviapkan SK Peiabat Mendistribuskan dan
<2t = Disposisi calon pejabat ——> PZer:endaharann mendokumentasikan SK
52 perbendaharaan Pejabat Perbendaharaan
go
=
9%
S
Y
< Menerima
EsS Tembusan
% = usulan
o]
Menerima SK Pejabat menlgc)? kan
Perbendaharaan PPK PPEPM
(KPA, Bendahara IBPP ’
Penerima, dan atau dan/at’au
Bendahara Pengeluaran) PPABP

Mengusulkan pejabat
perbendaharaan untuk mengelola
dana Tugas Pembantuan pada
Dinas kabupaten/kota

SATKER
(KPA)

Note: Satker (Kemenkeu) : Punya hak untuk mengelola keuangan, meskipun tidak mempunyai organisasi secara kelembagaan.
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PDK-09.02.CFM.

02 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

KEMENTERIAN
KEUANGAN

v

Menerima
Permohonan
Penggunaan sebagian
Dana PNBP

A

Persetujuan

Penetapan ljin
penggunaan sebagian
dana PNBP

Mengkaji, Menganalisis dan
Membahas usulan target
dan pagu penggunaan

A

Persetujuan

Penetapan dalam
UU APBN dan
DIPA

Menerima Laporan
Realisasi penerimaan dan
Laporan realisasi
penggunaan PNBP

A

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Permohonan Kepada
Menkeu

A

SEKRETARIS
JENDERAL

Persetujuan

Persetujuan usulan
target dan pagu penggunaan
PNBP
(tahun Anggaran +1)

A

Penyampaian laporan
Realisasi Penerimaan dan
Penggunaan PNBP tingkat

Kementerian

A

BIRO KEUANGAN
DAN BARANG MILIK
NEGARA

Kompilasi dan
penelaahan Usulan
Penggunaan sebagian
Dana PNBP dgn Unit
terkait intern (satker)
& ekstern
(Kemenkeu)

A

A 4

Kompilasi dan penelaahan
usulan Rencana Target dan
Pagu Penggunaan PNBP
(Tahun anggaran +1) dengan
Unit terkait

Penyesuaian Target
dan Pagu PNBP hasil
Pembahasan

2

Kompilasi Laporan Realisasi
Penerimaan dan
penggunaan PNBP tingkat
Kementerian

4

Kompilasi dan
penelaahan Usulan
Penggunaan sebagian
Dana PNBP dari
satker

A

Kompilasi penelaahan
dan sinkronisasi usulan
Rencana Target dan
Pagu Penggunaan PNBP
(Tahun anggaran +1)

A

Kompilasi Laporan Realisasi
Penerimaan dan
penggunaan PNBP tingkat
Eselon |

A

UPT/SATKER

Menyusun
Permohonan
Penggunaan

Sebagian

Dana PNBP

A 4

Menyusun Rencana
Target dan Pagu
Penggunaan PNBP
(Tahun anggaran +1)

A 4

Pencairan
PNBP

Menyusun
Laporan Realisasi
penerimaan dan

penggunaan PNBP




PDK-09.03.CFM. 01 Penyusunan Laporan Keuangan

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Pengesahan

Menyampaikan
Laporan Keuangan
ke Kemenkeu
dan BPK-RI

INSPEKTORAT
JENDERAL

Mereviu Laporan
Keuangan unit utama

A

Mereviu
laporan
keuangan
Kementerian

A

SEKRETARIS
JENDERAL

Menerima Laporan
Keuangan Unit Utama
dan mendisposisikan ke
Biro Keuangan & BMN

A

Y

reviu dan

BMN

Menerima hasil

mendisposisikan ke
Biro Keuangan &

Persetujuan

BIRO
KEUANGAN
DAN BMN

Mengkonsolidasikan,
mengevaluasi, memverifikasi, dan
menyusun Laporan Keuangan
eselon | Sekjen dan Kementerian

Memperbaiki
laporan
keuangan
sesuai hasil
reviu Irjen

Mengkonsolidasi,
Menyusun, dan
Menyampaikan

Laporan Keuangan

Memperbaiki Laporan
Keuangan sesuai hasil
review

TINGKAT
WILAYAH

$

Mengkonsolidasi,
Menyusun, dan
Menyampaikan

Laporan Keuangan

A

SATUAN
KERJA

Menginput
dokumen
Sumber
laporan

Melakukan
rekon internal
SAIBA dan
SIMAK BMN

Menyusun,
mengunggah ADK LK
ke e-rekon LK, dan
menyampaikan
Laporan Keuangan




PDK-09.04.CFM. 01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Kemendikbudristek

Menerima laporan capaian kinerja

Kemendikbudristek pada aplikasi

SMART (Kemenkeu) dan e-monev
(Bappenas)

A
|

Menerima dan
menyampaikan laporan
capaian kinerja
Kemendikbudristek

A
|

KEMENKEU/
BAPPENAS

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menerima laporan capaian
kinerja Kemendikbudristek

SEKRETARIS
JENDERAL

A
|

Menerima laporan capaian
kinerja pelaksanaan
program, kegiatan dan
anggaran Satker dan Unit
Utama secara periodik
melalui aplikasi monitoring
dan evaluasi
Kemendikbudristek

A

Menerima, Menyusun dan
melaporkan capaian
kinerja Kemendikbudristek
pada aplikasi monitoring
dan
evaluasi
Kemendikbudristek

Validasi atas laporan
capaian kinerja Unit
Utama melalui
aplikasi monitoring
dan evaluasi
Kemendikbudristek

Pemantauan dan evaluasi
atas laporan capaian kinerja Persetujuan
Unit Utama melalui aplikasi kesesuaian

monitoring dan evaluasi laporan?
Kemendikbudristek

PERENCANAAN

Koordinasi/
Menyusun dan Kunjungan ke lapangan
melaporkan capaian untuk Pengendalian
kinerja Unit Utama Pelaksanaan Program,
melalui aplikasi kegiatan, dan
monitoring dan anggaran
evaluasi apabila
Kemendikbudristek ditemukan
indikasi

Validasi atas laporan
capaian kinerja
Satker melalui

aplikasi monitoring

dan evaluasi
Kemendikbudristek

Pemantauan dan evaluasi
atas laporan capaian kinerja Persetujuan
Satker melalui aplikasi kesesuaian
monitoring dan evaluasi laporan?
Kemendikbudristek

A

Menyusun dan
melaporkan capaian kinerja
Satuan Kerja (Satker) melalui
aplikasi monitoring dan
evaluasi Kemendikbudriste

SATUAN
KERJA




PDK-09.04.CFM. 02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian)

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,

RISET DAN
TEKNOLOGI

Persetujuan

Menyampaikan
LAKIN Kementerian
ke Kemen PAN

INSPEKTORAT
JENDERAL

Mereviu LAKIN
Kementerian

A

v,
g
< £
e
€=
X
mq

Menerima LAKIN Unit
Utamadan
mendisposisikan untuk
penyusunan LAKIN
Kementerian

A 4

Menerima hasil reviu
LAKIN Kementerian

Persetujuan

BIRO
PERENCANAAN

A 4

Menyusun Draft LAKIN
Kementerian dan
menyampaikan ke Unit
Utama

Menyusun dan
menyampaikan LAKIN
Kepada Sekjen dan
Tembusan lkhtisar Hasil
Evaluasi kepada Menteri

A

Membahas
Draft LAKIN
Kementerian

Menindaklanjuti hasil
reviu LAKIN Kementerian

SATUAN
KERJA

Menyusun dan
menyampaikan Laporan
Kinerja (LAKIN)




PDK-09.04.CFM. 03 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Evaluasi Kinerja Kementerian)

KEMENTERIAN
PAN DAN RB

Melakukan evaluasi

LHE SAKIP Satker

A

MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,
RISET DAN
TEKNOLOGI

Menerima tembusan
ikhtisar hasil evaluasi
SAKIP

SEKRETARIS
JENDERAL

Penetapan hasil evaluasi SAKIP dan
Menyampaikan LHE SAKIP kepada

Menteri dan Tembusan kepada
Inspektorat Jenderal

A

INSPEKTORAT
JENDERAL

BIRO
PERENCANAAN

Merekapitulasi hasil
evaluasi mandiri
beserta data dukung

A

Y

Mereviu
terhadap
hasil
evaluasi mandiri

Melakukan Evaluasi Mandiri dan
menyampaikan LHE Mandiri melalui
aplikasi SPASIKITA, serta memantau

hasil evaluasi mandiri SATKER

UNIT
UTAMA

A

Melakukan Evaluasi
Mandiri dan menyampaikan Laporan
Hasil Evaluasi (LHE) Mandiri melalui
aplikasi
SPASIKITA

SATUAN
KERJA

Mengkonfirmasi
kepada SATKER
dan Unit Utama
atas hasil reviu evaluasi
mandiri (sanggahan/
masukan)

Rekapitulasi hasil
evaluasi SAKIP dan
Menyampaikan LHE

SAKIP

A 4

Menerima
LHE SAKIP beserta
rekap hasil
per unit utama

Menerima
LHE SAKIP
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Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-10

Pengelolaan SDM

PDK-10.01 Perencanaan dan Pengadaan PDK-10.01.CFM.01 Perencanaan Kebutuhan SDM
SDM PDK-10.01.CFM.02 Pengadaan CPNS
PDK-10.01.CFM.03 Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK)
PDK-10.01.CFM.04 Penyusunan Bahan Seleksi Kompetensi
Dasar CASN
PDK-10.02 Manajemen Pengembangan PDK-10.02.CFM.01 Pengembangan Kompetensi
SDM PDK-10.02.CFM.02 Pengembangan Karir
PDK-10.03 Manajemen Kinerja PDK-10.03.CFM.01 Manajemen Kinerja
PDK-10.04 Pengelolaan Administrasi SDM PDK-10.04.CFM.01 Pengelolaan Administrasi SDM
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PDK-10.01 PDK-10.02

Perencanaan dan Pengadaan SDM Pengelolaan Pengembangan SDM
PDK-10.03 PDK-10.04
Manajemen Kinerja SDM Pengelolaan Administrasi SDM
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PDK-10.01.CFM. 01 Perencanaan Kebutuhan SDM
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PDK-10.01.CFM. 02 Pengadaan CPNS
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PDK-10.01.CFM. 03 Pengadaan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
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PDK-10.01.CFM. 04 Penyusunan Bahan Seleksi Kompetensi Dasar CASN
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PDK-10.02.CFM. 01 Pengembangan Kompetensi
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PDK-10.02.CFM. 02 Pengembangan Karier
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PDK-10.03.CFM. 01 Manajemen Kinerja
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PDK-10.04.CFM. 01 Pengelolaan Administrasi SDM
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Kode Proses

Peta Proses Bisnis

Kode Subproses

Peta Subproses

Kode Peta Lintas Fungsi

Peta Lintas Fungsi

PDK-11

Pengelolaan Kelembagaan,
Tata Laksana, dan
Pengawasan

PDK-11.01 Manajemen Perubahan PDK-11.01.CFM.0O1 Manajemen Perubahan
PDK-11.02 Penataan Kelembagaan PDK-11.02.CFM.01 Penataan Kelembagaan
PDK-11.03.CFM.01 Penyusunan Peta Bisnis Proses
PDK-11.03.CFM.02 P P dur O ional Stand
PDK-11.03 Pengelolaan Tata Laksana chyusunan frosedur Lperasiohat standar
PDK-11.03.CFM.03 Penyusunan Standar Pelayanan Publik
PDK-11.04.CFM.01 Audit
PDK-11.04.CFM.02 Reviu (Aspek Kinerja Tertentu, Laporan
Keuangan, RK BMN, RKA K/L, dan
Kegiatan Lainnya)
PDK-11.04.CFM.03 Evaluasi (Manajemen Risiko, SPIP, SAKIP,
ZI-WBK/WBBM, Penyelenggaraan
PDK-11.04 Pengelolaan Pengawasan Pendidikan Daerah, dan Kegiatan Lainnya

PDK-11.04.CFM.04

Pemantauan (Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan, Pelaksanaan Program)

PDK-11.04.CFM.05

Pengawasan Lainnya (Asistensi, Fasilitasi,
Sosialisasi, dan Kegiatan Lainnya)
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PDK-11.01 PDK-11.02

Manajemen Perubahan Penataan Kelembagaan
PDK-11.03 PDK-11.04
Pengelolaan Tata Laksana Penge|o|aan Pengawasan
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PDK-11.01.CFM. 01 Manajemen Perubahan
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PDK-11.02.CFM. 01 Penataan Kelembagaan

¥
2
< 0
¥ -
- L
own IC]
oxo
2 -~
E <Zt g Disposisi Persetujuan
= § E 'y Menerima Laporan dan
b Meneruskan Kepada
Ea . .
=) Kementerian Terkait
s
7 A
wv
23 Y
o
E a Disposisi == Persetujuan < Arahan Menerima Laporan
4
x w
6o A
h 4
S PDK-01.03 Penyusunan
o>
[~ Rancangan Peraturan
o> .
T Menteri
4 v v v 4
2
< < ..
o <Zt Kajian S c Monev dan Pelaporan
o g ) Penataan _(:% % = Bidang Kelembagaan
Eang Kelembagaan P o 00 ©
Q=g dili 2 © c c c
= i lingkungan g - o = e A
o Kementerian o & @ 2 g g c o
& = c 3 = X o 3 s &
(%] (%]
£ c e c o = o 5
A S <g 3 © € o
€ c o a [T =
v & o g @ 7 O 23
©
< g% £ &3 v
< 8 L ‘0 ©
Es S © & =
2 v g
25 p
2 Koordinasi
g Penataan Menerima hasil
9 organisasi Monitoring dan
E . .
52 g s
%5 g I &
(O °
Z = >
| &
S
w Qo
a w
7

-116-




PDK-11.03.CFM. 01 Penyusunan Peta Proses Bisnis
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PDK-11.03. CFM. 02 Penyusunan Prosedur Operasional Standar
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PDK-11.03.CFM. 03 Penyusunan Standar Pelayanan Publik
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PDK-11.04.CFM. 01 Audit
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PDK-11.04.CFM. 02 Reviu (Aspek Kinerja Tertentu, Laporan Keungan, RK BMN, RKA K/L dan Kegiatan Lainnya)
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PDK-11.04.CFM. 03 Evaluasi (Manajemen Risiko, SPIP, SAKIP, ZI-WBK/WBBM, Penyelenggaraan Pendidikan Daerah, dan Kegiatan Lainnya
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PDK-11.04. CFM. 04. Pemantauan (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pelaksanaan Program)
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PDK-11.04. CFM. 05. Pengawasan Lainnya (Asistensi, Fasilitasi, Sosialisasi, dan Kegiatan Lainnya
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PDK-12.01 Pengelolaan Pengadaan Barang PDK-12.01.CFM.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
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PDK-12.02 Pengelolaan Sarana dan PDK-12.02.CFM.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
PDK-12 Layanan Administrasi dan Prasarana
] Umum PDK-12.03 Pengelolaan Kerumahtanggaan, PDK-12.03.CFM.01 Pengelolaan Kerumahtanggaan
Keprotokolan, dan Arsip PDK-12.03.CFM.02 Pengelolaan Keprotokolan
PDK-12.03.CFM.03 Pengelolaan Arsip
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PDK-12.01.CFM. 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
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PDK-12.02.CFM. 01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
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PDK-12.03.CFM. 01 Pengelolaan Kerumahtanggaan
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PDK-12.03.CFM. 02 Pengelolaan Keprotokolan
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PDK-12.03.CFM.03 Pengelolaan Arsip
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